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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. 

Alhamdulillahirabbil’aalamiin, adalah suatu ungkapan puji dan syukur kepada sang 

pencipta, Allah Subhanahu wa Ta’ala, sang pembolak balik hati, pemberi semua nikmat yang 

Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Sehingga dengan anugerah dan karuniaNya kepada 

semua tim yang terlibat beserta keluarga masing-masing,  sehingga kami mampu menunaikan 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi untuk Tahun 

Anggaran 2022 dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.  

Tidak lupa juga kami persembahkan selalu shalawat serta salam kepada junjungan 

mulia Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi wa Sallam, beserta seluruh keluarganya, para 

sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman, semoga kelak 

kita diberikan syafaat oleh beliau sebagai ganjaran banyak bershalawat dan keterikatan hati 

dengan beliau. . 

Sesuai dengan amanat konstitusional kepala daerah yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka secara prinsip penyusunan laporan keuangan ini 

wajib dilakukan yakni berbunyi LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK guna dilakukan pemeriksaan (audit) 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasian, yang merupakan 

gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sehingga 

tersaji sebagai satu entitas tunggal yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bukittinggi.   

Konsolidasi sebagai proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan 

antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar 

dapat disajikan sebagai satu pelaporan entitas tunggal adalah jalan untuk mendapatkan laporan 

keuangan gabungan. 

Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 28 (dua puluh 

delapan) OPD/SKPD, yang merupakan entitas akuntansi dan juga pelaporan yang berada 

dalam lingkup entitas pelaporan yang lebih besar yaitu Pemerintah Kota Bukittingi.  

Laporan yang disajikan oleh OPD/SKPD sebagai entitas pelaporan terdiri dari 5 (lima) 

laporan yaitu (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional 

(LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 

dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.  
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Kemudian Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai entitas pelaporan yang lebih besar 

melakukan penggabungan/ konsolidasian, sehingga 7 (tujuh) Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, LKPD ini 

disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebagaimana 

ketentuan yang berlaku setelah paling lama 2 (dua) bulan BPK RI melakukan serangkaian 

pemeriksaan, BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bukittinggi natinya.  

Opini adalah penyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan 

beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 ini 

disusun untuk dapat memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai (full 

disclosure) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya. 

 

Wabillahit taufiq wal hidayah 

Wassalamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. 

 

 

                                                                                              Bukittinggi,      Maret 2023 

WALIKOTA BUKITTINGGI 

 

 

          ERMAN SAFAR 
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BAB I 

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN  

DAN ENTITAS AKUNTANSI 

 

1.1.  UMUM 

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi secara 

berkala merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah 

Daerah, yang diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan turunannya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

Pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas 

dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung urusan 

pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 

transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menjadi bahan 

dalam penyusunan kebijakan serta program kegiatan di masa yang akan datang untuk 

meningkatkan penyediaan pembangunan manusia serta infrastruktur Pemerintah Kota 

Bukittinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan.  

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), 

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara 

umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu telah dilakukan reviu oleh 

Inspektorat Kota Bukittinggi, selanjutnya disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

berakhirnya tahun anggaran selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta kemudian disampaikan kepada 

DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan. 
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1.2.  DOMISILI DAN BENTUK GEOGRAFIS 

Kondisi daerah dan masyarakat yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi menghendaki pembangunan manusia serta sarana dan 

prasarana (mandatory spending) yang cepat dan dinamis tentunya dengan menyesuaikan dan 

memanfaatkan kondisi alam, letak, berbagai sumber daya termasuk kondisi masyarakat yang 

ada. 

Penyelenggaraan pembangunan tahun 2022 sebagai bentuk implementasi dan pencapaian 

visi Kota Bukittinggi telah dimuat dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. 

APBD juga disusun dalam rangka konsistensi dan sinkronisasi program pembangunan serta 

kebijakan yang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Dalam pelaksanaan visi dan misi Walikota Bukittinggi yang mengacu kepada visi dan 

misi umum daerah Kota Bukittinggi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak sangatlah 

penting. Koordinasi dan kerja sama itu diantaranya adalah dengan forum pimpinan daerah, 

instansi vertikal dan horizontal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, forum 

diskusi serta insan pers yang menggagas rencana pembangunan ke depan. Di samping itu juga 

kerjasama dengan pemerintah daerah lain, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan 

pemerintah pusat terus diupayakan untuk perkembangan serta mendorong kemajuan masyarakat 

dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan 

di tengah-tengah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat 100o,+6221’́ – 

100o,25’́ Bujur Timur dan 00o,19’ - 00o,19’́ Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 25,239 Km2 

atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit 

Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung 

Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di 

atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah 

sekitar 90 km dengan melalui jalan yang menanjak, menurun, bergelombang dan berliku 

terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya. Berikut 

perkiraan jarak Kota Bukittinggi dengan kota-kota sekitarnya dan kota provinsi tetangga adalah:  

Tabel 1.2.1 Jarak Kota Bukittinggi Dengan Kota-Kota di Sumatera 

Kota-Kota  Jarak Km² 

(1) (2) 

Bukittinggi – Medan 730,00 Km² 

Bukittinggi - Banda Aceh 1,337,00 Km² 
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Kota-Kota  Jarak Km² 

(1) (2) 

Bukittinggi – Jambi 537,00 Km² 

Bukittinggi – Pekanbaru 221,00 Km² 

Bukittinggi – Palembang 795,00 Km² 

Bukittinggi – Bengkulu 779,00 Km² 

Bukittinggi - Tanjung Karang 1,222,00 Km² 

Bukittinggi - Padang Panjang 19,00 Km² 

Bukittinggi - Padang  91,00 Km² 

Bukittinggi – Pariaman 77,00 Km² 

Bukittinggi – Painan 168,00 Km² 

Bukittinggi – Tapan 304,00 Km² 

Bukittinggi – Solok 73,00 Km² 

Bukittinggi – Sawahlunto 104,00 Km² 

Bukittinggi – Sijunjung 136,00 Km² 

Bukittinggi – Payakumbuh 33,00 Km² 

Bukittinggi – Batusangkar 49,00 Km² 

Bukittinggi - Lubuk Sikaping 77,00 Km² 

Bukittinggi - Simpang Empat 199,00 Km² 

Bukittinggi - Air Bangis 256,00 Km² 

Bukittinggi – Sitiung 242,00 Km² 

Bukittinggi - Muaro Labuah 143,00 Km² 

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi 

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) 

Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sesuai dengan tabel berikut: 

Tabel 1.2.2 Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah dan 

Posisi Geografis per Menurut Kecamatan 

Kecamatan Kelurahan 
Luas Daerah 

(Km2) 

Prosentase Luas 

Kecamatan 
Posisi Geografis 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Guguk Panjang 7 6.831 27,07 

 

100o, 22' 50" BT 

0o, 18' 40" LS 

Mandiangin 

Koto Selayan 
9 12.156 48,16 

 

100o, 22' 32" BT 

0o, 17' 29" LS 
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Kecamatan Kelurahan 
Luas Daerah 

(Km2) 

Prosentase Luas 

Kecamatan 
Posisi Geografis 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Aur Birugo 

Tigo Baleh 
8 6.252 24,77 

 

100o, 23' 21" BT 

0o, 19' 16" LS 

Sumber : BPS Kota Bukittinggi  

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang 

Kamang Kabupaten Agam. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu 

Kabupaten Agam. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguak dan Nagari Koto Gadang 

Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang 

Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. 

1.3. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, 

kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan 

atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas 

pelaporan.  

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 28 (dua puluh delapan) Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD)/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota 

Bukittinggi termasuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada pada OPD 

Sekretariat Daerah, DPRD pada OPD Sekretariat DPRD dan juga fungsi PPKD yang berada 

pada OPD Badan Keuangan.  

Tabel 1.3.1. Daftar SKPD 

Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 

KODE  NAMA  

1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

1.02.01 Dinas Kesehatan 

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

1.05.01 Dinas Kebakaran 

1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 
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KODE  NAMA  

1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

1.06.01 Dinas Sosial 

2.02.01 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Bere 

ncana 

2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 

2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

2.09.01 Dinas Perhubungan 

2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 

2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 

2.12.01 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga 

Kerja 

2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

3.02.01 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 

4.01.01 Sekretariat Daerah 

4.02.01 Inspektorat 

4.03.01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

4.04.01 Badan Keuangan 

4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

4.08.01 Sekretariat DPRD 

4.11.01 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 

4.11.02 Kecamatan Guguk Panjang 

4.11.03 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 

4.12.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi terhadap 

Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2021 telah dilakukan 

penyusunan draft rancangan peraturan daerah terkait penyesuaian terhadap Perangkat Daerah.  

Penyesuaian tersebut ditetapkan tanggal 11 Oktober 2022 melalui Peraturan Daerah Kota 

Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi;   

2. Melakukan penataan kembali terhadap perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. 
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Pada tanggal 5 Desember 2022 ditetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah peraturan 

walikota sebagai turunan dari peraturan daerah yang ditetapkan, yang tidak mengalami 

perubahan adalah 3 (tiga) kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 

kelurahan-kelurahan. 

Terhadap perubahan susunan perangkat daerah tersebut, Walikota telah melantik pejabat-

pejabat yang dibutuhkan untuk mengisi perangkat-perangkat daerah serta termasuk mutasi dan 

rotasi pada tanggal 30 Desember 2022. Perubahan perangkat daerah tersebut berlaku untuk 1 

Januari 2023 dan tidak mengubah entitas dan jumlah entitas yang melakukan penyusunan 

Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022, serta yang menandatangani laporan keuangan tahun 

2022 masih pejabat lama. Hal ini ditegaskan dalam Edaran Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi 

tanggal 6 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 dan Tahun 

2023.  

Sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010, Entitas Akuntansi menyusun 5 (lima) laporan keuangan yang terdiri dari: (1) Laporan 

Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Badan Keuangan disamping sebagai entitas 

akuntansi juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang memegang peranan dalam menyusun 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyusun 7 (tujuh) jenis laporan 

keuangan yakni ditambah dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus 

Kas (LAK). 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang 

terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK),      

(6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam 

hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan 

Keuangan Kota Bukittinggi. 

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 mencakup transaksi keuangan yang 

berasal dari APBD dan pelaksanaannya pada seluruh SKPD maupun transaksi keuangan tanpa 

melalui Rekening Kas Umum Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD 

ini tidak mencakup transaksi entitas pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

namun tetap mencantumkan Laporan Keuangan BUMD sebagai lampiran LKPD ini.  

Khusus untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD 
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yang ada yakni RSUD Kota Bukittinggi dan 7 (tujuh) Puskesmas) menyusun 7 (tujuh) Laporan 

Keuangan lengkap yang macamnya sama dengan LKPD.  

1.4.  MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

1.4.1. Maksud 

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders yang merupakan 

pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga 

pemeriksa dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 

2022. 

1.4.2. Tujuan 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 secara umum 

bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya 

keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo 

anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas 

suatu entitas pelaporan. 

Secara spesifik, tujuan penyusunan LKPD Kota Bukittinggi adalah untuk menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:  

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya 

keuangan, 

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran, 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam 

kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, 

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh 

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas, 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan 

dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk 

yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,  

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama 

periode pelaporan.  



 

Catatan atas Laporan Keuangan (LKPD 2022) CaLK 

 

Pemerintah Kota Bukittinggi  Halaman -8- 

1.5.  LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 disusun 

dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015. 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020. 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP). 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan 

Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik 

Daerah. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana 

Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi 

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. 

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. 

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. 

23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020. 

24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.sebagaimana diubah  

25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar 

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020. 

26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik 

Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi. 

27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama 

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Akuntansi Keuangan Daerah. 

28. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. 

29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. 

30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomsor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. 
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31. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Untuk memudahkan para pengguna (stakeholders) laporan keuangan dalam memahami 

LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I   : Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 

 1.1. Umum 

 1.2. Domisili dan Bentuk Geografis 

 1.3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah  

 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan  

 1.4.1. Maksud 

 1.4.2. Tujuan 

 1.5. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bukittinggi 

 1.6. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

BAB II   : Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro 

 2.1. Kebijakan Keuangan/ Fiskal  

 2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

 2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah  

 2.1.3Kebijakan Belanja Daerah 

 2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah 

 2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

 2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita 

 2.1.3. Gini Rasio 

 2.1.4. Laju Inflasi  

 2.1.5. Tingkat Kemiskinan 

 2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka 

 2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia 

 2.1.8. Indeks Gini/Koefiesien Gini 

BAB III  : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan  

 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target keuangan  

 3.2. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 
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BAB IV  : Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi 

 4.1. Struktur Laporan Keuangan 

 4.2. Kebijakan Konversi 

 4.3. Asumsi Dasar Akuntansi. 

 4.4. Pengguna Laporan Keuangan. 

 4.5. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. 

 4.6. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan. 

 4.7. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian 

 4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada 

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

BAB V   : Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 

 5.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos laporan keuan gan  

       pemerintah daerah 

 5.1.1. Pendapatan Daerah  

 5.1.2. Belanja Daerah 

 5.1.3. Pembiayaan Daerah 

 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan 

 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  

 5.3. Neraca 

 5.3.1. Aset 

 5.3.2. Kewajiban 

 5.3.3. Ekuitas Dana 

 5.4. Laporan Operasional 

 5.4.1. Kegiatan Operasional  

 5.4.1.1. Pendapatan 

          5.4.1.2. Beban 

 5.4.2. Kegiatan Non Operasional 

 5.4.3. Surplus/ Defisit- LO 

 5.5. Laporan Arus Kas 

 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan 

 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan 

 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran 

 5.5.5. Kenaikan/ Penurunan Kas  

 5.5.6. Kas Awal dan Kas Akhir. 
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 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas 

 5.7. Pengungkapan Informasi yang belum disajikan pada lembar muka Laporan 

Keuangan 

BAB  VI: Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah 

 6.1 Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 Untuk 

Penanggulangan Dan Penanganan Pandemi Covid-19; dan 

 6.2 Informasi Dana Dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non APBD Kota 

Bukittinggi. 

BAB VII: Penutup 
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BAB II 

KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL DAN EKONOMI MAKRO  

2.1. KEBIJAKAN KEUANGAN/ FISKAL 

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada dunia, telah menyebabkan banyak pelaku usaha 

mengalami kebangkrutan dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami 

tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya 

menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber 

pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan 

konsumen yang masih pada zona pesimis.  

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 

dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Upaya 

yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan pendanaan pada kegiatan 

dalam rangka mendukung penanganan pasca pandemi yang tertuang pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. 

Bukittinggi mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada Dana Transfer untuk 

pendanaan belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional/rutin kantor, belanja 

pembangunan dan sebagainya.  

Untuk maksimalisasi pengalokasian dana transfer, pengalokasian belanja wajib dan 

pendukung, pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi serta penyampaian informasi dan laporan 

tahun 2022, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa aturan yaitu: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan 

Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

Mengalokasikan Belanja Wajib. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian 

Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
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dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau 

Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.  

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik.  

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif 

Daerah. 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Fisik. 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.  

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka 

Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. 

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.  

13. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2021 tentang Pedoman 

Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah. 

Beberapa catatan penting dari pelaksanaan dana transfer tahun 2022 maupun arahan untuk 

menggunakan APBD Tahun 2022 yang telah dilaksanakan Kota Bukittinggi yaitu: 

1. Kewajiban Penganggaran Belanja Wajib Daerah yakni belanja pendidikan, belanja kesehatan 

dan belanja wajib yang bersumber dari DTU.  

2. Penganggaran dana kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19, perlindungan 

sosial dan pengendalian inflasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang 

Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Aturan ini mewajibkan 

pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk 

bantuan sosial. 

3. Mekanisme penyaluran DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah yang langsung ke 

masing-masing SD dan SMP. Pada APBD Kota Bukittinggi untuk negeri dianggarkan di 

kegiatan belanja operasional terkait dan swasta dianggarkan pada Belanja Hibah pos Belanja 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. 



 

Catatan atas Laporan Keuangan (LKPD 2022) CaLK 

 

Pemerintah Kota Bukittinggi  Halaman -15- 

4. Mekanisme penyaluran DAK Non Fisik - Bantuan Operasional PAUD yang langsung ke 

masing-masing PAUD. Pada APBD Kota Bukittinggi untuk negeri dianggarkan di kegiatan 

belanja operasional terkait dan swasta dianggarkan pada Belanja Hibah pos Belanja Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. 

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung 

sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan 

kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan 

cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi.  

Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi 

struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan 

pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan 

ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan 

mengalami peningkatan. 

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan 

ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, 

tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu 

terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan 

vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan 

strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya 

pemulihan ekonomi. 

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian 

sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan 

menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca 

keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara 

signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas 

menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih 

pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah 

tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat. 

Mengacu pada capaian sampai dengan tahun 2021 dan mengakomodir arahan yang 

tertuang pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2022 maka dilakukan penyesuaian terhadap target indikator makro ekonomi Kota 

Bukittinggi sebagai mana tabel berikut :  
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Tabel 2.1.1 

Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 

No 

 
URAIAN 

CAPAIAN TARGET 

2018 2019 2020 2021 2022 
RKPD 

Tahun 2022 

Perubahan 

RKPD Tahun 

2022 

1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,08 6,02 5,88 (1,74) 3,61 3,00 4,23 

2 Tingkat Inflasi (%) 1.37 2.99 1,31 2,02 1,69 2,90 2,90 

3 Indeks Gini 0,313 0,337 0,267 0,265 0,286 0,264 0,264 

4 Tingkat Kemiskinan (%) 6,75 6,32 6,00 6,01 6,98 4,59 4,69 

5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,94 7,24 6,20 7,51 6,09 7,16 6,25 

6 Indeks Pembangunan Manusia 79,11 79,80 80,11 80,71 80,58 81,14 81,14 

Tumbuhnya ekonomi Kota Bukittinggi ke angka 3,61 persen tahun 2021 menggambarkan 

bahwa pemulihan ekonomi telah berhasil lebih cepat dari pada yang ditargetkan sebelumnya, 

sehingga target awal pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 3,00 persen perlu 

dikoreksi dengan menyesuaikan perubahan target ekonomi nasional pada pemutakhiran RKP 

Tahun 2022 dan Perubahan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 

menjadi 4,23 persen.  

Begitu juga dengan penyesuaian target tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, 

target capaian tingkat pengangguran yang ditetapkan pada tahun 2022 perlu dikoreksi atas capaian 

tahun 2021 menjadi 6,25 dan target capaian tingkat kemiskinan yang terlalu optimis dikoreksi 

berdasarkan capaian dan perubahan target nasional dan provinsi menjadi 4,69 persen. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit 

organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 

c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun 

berjalan; 

d. Keadaan darurat; dan/atau 

e. Keadaan luar biasa. 

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai 

penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah 

diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD 
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dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi 

pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. 

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 telah digambarkan 

kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022. Selanjutnya pada 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini, setelah melalui 

evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan terjadi beberapa perubahan terhadap target 

pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan.  

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa 

terjadinya: 

1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;  

2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau  

3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.  

Perubahan target pendapatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022 terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1.2 

Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2022 

NO 

 
URAIAN 

TARGET 

SELISIH 
SEBELUM 

PERUBAHAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

4 PENDAPATAN DAERAH 717.647.532.987,00 706.442.102.795,00 (11.205.430.192,00) 

04.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 139.976.857.262,00 130.007.723.401,00 (9.969.133.861,00) 

04.01.01 Pajak Daerah 50.549.852.262,00 50.019.852.262,00 (530.000.000,00) 

04.01.02 Retribusi Daerah 55.190.619.000,00 45.409.034.000,00 (9.781.585.000,00) 

04.01.03 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 
7.505.000.000,00 7.505.000.000,00 - 

04.01.04 Lain-lain PAD yang Sah 26.731.386.000,00 27.073.837.139,00 342.451.139,00 

04.02 PENDAPATAN TRANSFER 577.670.675.725,00 576.434.379.394,00 (1.236.296.331,00) 

04.02.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 547.804.286.317,00 541.958.240.857,00 (5.846.045.460,00) 

04.02.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 29.866.389.408,00 34.476.138.537,00 4.609.749.129,00 

04.03 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 

SAH 
- - - 

04.03.03 
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan 
- - - 
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Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022 yang dominan 

didasari oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalahsebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan, 

dimana terjadi pengurangan sebesar Rp11.205.430.192,00 atau 1,56% dari target awal sebesar 

Rp717.647.532.987,00 menjadi Rp706.442.102.795,00. Target pendapatan daerah Kota 

Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang 

sebesar Rp9.969.133.861,00 yang berasal dari penurunan target Pajak Daerah sebesar 

Rp530.000.000,00, penurunan target Retribusi Daerah sebesar Rp9.781.585.000,00, dan 

penambahan pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp342.451.139,00. 

Penurunan target pajak daerah berasal dari penurunan beberapa uraian target pajak daerah 

sebagai berikut: 

a. Pajak rumah penginapan dan sejenisnya, mengalami penurunan sebesar Rp200.000.000,00 

dari target awal Rp350.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00 yang disebabkan karena 

beberapa penginapan tidak beroperasi dan tidak ada penambahan objek pajak baru pada 

golongan ini. 

b. Pajak reklame papan/megatron, dan videotron mengalami penurunan sebesar 

Rp100.000.000,00 dari target awal RKPD sebesar Rp900.000.000,00 menjadi 

Rp800.000.000,00 yang disebabkan karena penyesuaian atas realisasi dan tidak adanya 

penambahan objek pajak baru. 

c. Pajak air tanah mengalami penurunan target sebesar Rp230.000.000,00 dari 

Rp300.000.000,00 menjadi Rp70.000.000,00 yang disebabkan karena target awal dihitung 

berdasarkan usulan yang ada pada Ranperwako tentang tarif pajak air tanah yang mengacu 

pada Peraturan Gubernur tentang tarif pajak air tanah, dengan keluarnya Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah maka pembahasan Ranperwako Kota Bukittinggi tentang tarif pajak air tanah ditunda 

oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Penurunan target retribusi daerah pada perubahan RKPD tahun 2022 berasal dari 

penyesuaian beberapa uraian target retribusi daerah sebagai berikut: 

a. Penurunan target retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar 

Rp349.136.000,00 dari target awal sebesar Rp1.550.000.000,00 menjadi Rp1.200.864.000,00 

b. Pengurangan retribusi pada Dinas Perhubungan dari target awal sebesar Rp3.724.619.000,00 

menjadi Rp2.491.670.000,00 atau sebesar Rp1.232.949.000,00 yang berasal dari penurunan 

retribusi penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp619.257.000,00, 
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Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp72.146.000,00, retribusi 

pelayanan tempat khusus parkir sebesar Rp533.716.000,00, dan retribusi izin trayek untuk 

menyediakan pelayanan angkutan umum Rp7.830.000,00. 

c. Pengurangan target retribusi daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan 

Perdagangan sebesar Rp13.115.500.000,00 dari target awal sebesar Rp27.345.000.000,00 

menjadi Rp14.229.500.000,00. Penurunan target retribusi daerah pada SKPD ini berasal dari 

pengurangan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan/kebersihan sebesar 

Rp150.000.000,00, retribusi pelayanan pasar sebesar Rp212.500.000,00, retribusi pelayanan 

tera/tera ulang sebesar Rp3.000.000,00, retribusi jasa usaha sebesar Rp13.250.000.000,00. 

Sedangkan untuk retribusi penyediaan penyedotan kakus mengalami kenaikan target sebesar 

Rp500.000.000,00 

d. Retribusi daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan 

Tenaga Kerja mengalami penurunan target sebesar Rp570.000.000,00 dari Rp820.000.000,00 

menjadi Rp250.000.000,00 

e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan satu-satunya SKPD pengelola PAD yang 

mengalami kenaikan target capaian pada perubahan RKPD tahun 2022 dari target awal 

sebesar Rp20.220.000.000,00 menjadi Rp26.000.000.000,00 atau mengalami kenaikan target 

sebesar Rp5.780.000.000,00, yang bersumber dari retribusi pelayanan tempat rekreasi dan 

olahraga. 

f. Penurunan target retribusi pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp150.000.000,00 yang 

berasal dari pengurangan retribusi daerah pada pelayanan rumah potong hewan. 

g. Penurunan target retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 

Rp144.000.000,00 yang berasal dari pengurangan retribusi daerah pada retribusi pengawasan 

dan pengendalian menara telekomunikasi. 

Pada komponen dana transfer terjadi penurunan target pendapatan sebesar Rp1.236.296.331,00,00 

atau 0,21% dari target semula sebesar Rp577.670.675.725,00 menjadi Rp576.434.379.394,00. 

Penurunan terjadi karena adanya: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: 

1) Pemotongan DAU (P3K Guru) sebesar Rp3.539.197.900,00 

2) Pemotongan DAU Sisa DAK Non Fisik 2021 sebesar Rp1.123.847.560,00 

3) Pemotongan DAU (Covid) sebesar Rp1.183.000.000,00 

b. Kurang salur DBH Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp4.609.749.129,00 
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2. Belanja Daerah 

Secara umum, belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2022 berkurang 

sebesar Rp2.307.830.894,00 dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp842.475.552.719,00 sehingga 

menjadi Rp840.167.721.825,00.  

Dafar berikut merupakan gambaran kebijakan perubahan Belanja Tahun Anggaran 2022 

sesuai Perubahan KUA Tahun 2022, yaitu: 

 

Tabel 2.1.3 

Perubahan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2022 

No URAIAN 

JUMLAH PAGU 

RKPD 2022  

Rp 

APBD 2022 

Rp 

Perubahan KUA 

dan Perubahan 

PPAS 2022  

01.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 257.292.097.351 185.266.674.371,00   185.777.374.981,00  

01.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 112.707.172.196 106.108.638.856,00   114.604.044.215,00  

01.03 
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang 
183.495.017.897 86.608.499.943,00     66.351.697.769,00  

01.04 
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 
27.424.001.400 17.830.766.377,00     17.347.122.047,00  

01.05 

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 

Masyarakat 

43.979.441.751 31.724.475.866,00     33.394.454.195,00  

01.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 30.815.672.523 6.654.609.514,00       7.344.363.614,00  

02.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 1.367.673.010 499.735.184,00          687.444.384,00  

02.08 
UrusanPemerintahanBidangPemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 
9.246.124.166 7.381.917.593,00       7.533.083.739,00  

02.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 11.284.343.975 9.915.873.750,00     10.250.535.738,00  

02.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 648.185.254 484.152.910,00          559.638.165,00  

02.11 
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan 

Hidup 
70.082.744.068 46.073.641.256,00     43.902.233.429,00  

02.12 
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
6.966.260.838 5.563.716.786,00       6.078.620.326,00  

02.14 
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 
2.271.756.304 3.648.084.260,00       3.622.458.736,00  

02.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 51.370.450.273 
        

17.646.954.081,00  
    19.407.333.748,00  

02.17 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi 17.359.837.295 9.755.195.295,00     10.064.190.618,00  
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3. Pembiayaan Daerah 

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan, dari sisi penerimaan pembiayaan, yang 

merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun 

anggaran berikutnya. Perubahan RKPD terhadap pembiayaan daerah Kota Bukittinggi Tahun 

2022, seperti terlihat pada tabel berikut. 

dan Informatika 

02.18 
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, 

Usaha Kecil, dan Menengah 
10.813.745.327 12.957.420.326,00     12.143.895.873,00  

02.19 
UrusanPemerintahanBidangPenanaman 

Modal 
14.415.647.565 11.009.888.669,00     10.836.425.374,00  

02.20 
UrusanPemerintahanBidangKepemudaan Dan 

Olahraga 
49.279.734.292 9.499.436.600,00       7.184.410.940,00  

02.21 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 465.600.000 63.520.600,00            59.680.600,00  

02.22 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 130.000.000 85.683.000,00            80.193.000,00  

02.23 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5.576.625.582 3.731.157.668,00       3.746.723.086,00  

02.24 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 11.579.826.865 6.425.093.332,00       6.793.993.582,00  

03.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 1.798.684.150 742.049.640,00          641.158.140,00  

03.26 
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan 

Perikanan 
2.052.000.000 1.470.161.250,00       1.511.126.652,00  

03.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 150.535.039.859 27.449.779.650,00     28.324.122.822,00  

03.30 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 17.707.213.400 2.793.151.764,00       2.779.502.913,00  

03.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 40.718.264.500 16.375.751.307,00     15.011.205.389,00  

04.01 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 3.454.432.466 987.232.520,00       1.242.591.520,00  

04.02 Sekretariat Daerah 80.407.672.840 63.205.909.781,00     75.889.287.774,00  

05.01 Sekretariat DPRD 42.362.764.025 35.826.590.617,00     40.222.313.571,00  

05.03 Perencanaan 8.453.969.092 6.227.258.194,00       6.543.197.037,00  

05.04 Keuangan 34.655.071.807 42.821.319.103,00 32.797.525.090 

05.05 Kepegawaian 9.052.228.759 5.812.846.716,00       6.376.400.462,00  

06.01 Pendidikan dan Pelatihan 2.236.412.840 1.368.957.000,00          992.864.536,00  

07.01 Penelitian dan Pengembangan 2.270.000.000 344.081.000,00          377.871.000,00  

01.01 Inspektorat Daerah 7.950.491.593 7.391.803.112,00       7.681.802.877,00  

01.02 Kecamatan 81.318.779.569 44.028.497.729,00     46.006.237.738,00  

01.03 Kesatuan Bangsa dan Politik 7.109.334.900 6.695.027.099,00 6.000.596.145 

TOTAL 1.410.654.317.732 842.475.552.719,00 840.167.721.825,00 
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Tabel 2.1.4 

Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 

NO URAIAN 
TARGET 

APBD 2022 PERUBAHAN 2022 

6 PEMBIAYAAN 124.828.019.732,00 122.987.559.855,00 

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 134.828.019.732,00 132.987.559.855,00 

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 134.828.019.732,00 132.987.559.855,00 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 

6.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 

Pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp1.840.459.877,00. Pengurangan 

terjadi pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.840.459.877,00 berupa perhitungan Silpa 

Tahun Anggaran sebelumnya yang awalnya ditargetkan sebesar Rp134.828.019.732,00, 

setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ditemui Silpa Tahun Anggaran 

sebelumnya sebesar Rp132.987.559.855,00 

Perubahan rencana kebijakan keuangan di atas sangat mempertimbangkan kondisi keuangan 

daerah Kota Bukittinggi yang banyak dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, maka 

Kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022, adalah: 

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.07/2021; 

2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kondisi penanganan Pandemi Covid-19 

dengan tetap memperhitungkan target secara optimis. 

3. Penyesuaian Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada Perubahan 

APBD dengan tetap memprioritaskan belanja pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, 

penanganan pandemi Covid-19 serta upaya penanganan dampak ekonomi akibat Pandemi 

Covid-19; 

4. Penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA sesuai dengan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan 

daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk input, 

output dan outcome yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Arah dan kebijakan 

umum daerah dijabarkan dalam rincian:  

1. Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,  

2. Arah kebijakan pendapatan daerah,   

3. Arah kebijakan belanja daerah, dan  
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4. Arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

daerah. 

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam 

mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting 

kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah 

pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. 

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, 

sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan 

melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam 

pengelolaan keuangan daerah.  

2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

Pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022, rencana program dan kegiatan 

pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I 

dan II tahun 2022. Selain itu perubahan program dan kegiatan juga terjadi akibat dilakukannya 

pergeseran anggaran dan penyesuaian pendapatan dan pembiayaan daerah, baik yang bersumber 

dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi 

pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu 

dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, perubahan 

target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan 

adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2022.  

Pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022 terdapat penambahan 1 (satu) program 

yang berada di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. Selanjutnya juga terdapat penambahan kegiatan baru pada Perubahan RKPD ini 

sebanyak 13 kegiatan yang tersebar pada 9 (sembilan) SKPD, dan terdapat penambahan 64 

subkegiatan baru yang tersebar pada sebagain SKPD.  

Selain penambahan subkegiatan baru, pada Perubahan RKPD ini juga terjadi pengurangan 

baik kegiatan maupun subkegiatan. Pengurangan subkegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2022 

terdapat pada pada Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan Dinas Perhubungan sebanyak 

1 (satu) kegiatan. Sedangkan, pengurangan subkegiatan terdapat pada: 

1. Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) subkegiatan; 

2. Dinas Kepandudukan dan pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) subkegiatan; 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 

sebanyak 1 subkegiatan; 

4. Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) subkegiatan; dan 
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5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 2 (dua) subkegiatan.  

Secara lebih detail terkait rekapitulisai perhadap perubahan program, kegiatan, dan 

subkegiatan pada RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022 disajikan pada tabel 5.1 pada Peraturan 

Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Bukittinggi.  

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD tahun 2022 yang disertai dengan 

pagu indikatif, tolok ukur kinerja dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 

urusan pemerintahan daerah.Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 

perubahannya masih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu 

pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang 

akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang 

terukur (money follow program).  

Oleh sebab itu arah dan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka 

pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi 

terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kebijakan penyusunan APBD 

Kota Bukittinggi Tahun 2022 antara lain: 

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri 

Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian 

gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota 

Keuangan Presiden. 

2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana 

desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja 

kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah 

dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung 

pencapaian prioritas nasional. 

3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan Tahun 2022. 

4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 14 (empat belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 4 (empat) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) unsur 

pendukung urusan pemerintahan, penunjang dan pengawas pemerintahan. 
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2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah  

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya 

ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam 

membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, 

dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. 

Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan 

pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan 

keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, 

penggalian dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara 

maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa 

mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik. 

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai 

bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat 

dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat 

dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin 

besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah 

terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga 

harus dari potensi daerah itu sendiri. 

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi 

keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan 

dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari 

berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 

yang berlandaskan atas: 

a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak 

daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2021 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah tahun sebelumnya. 

c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang 

diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
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d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan 

memperhatikan potensi penerimaan tahun 2022 serta memperhitungkan rasionalitas nilai 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial 

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Daerah.  

e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan. Pendapatan ini merupakan 

pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak 

layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, 

objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan. 

f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, 

kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana 

Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. 

g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun 

pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek 

dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan. 

h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis 

Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode 

rekening berkenaan. 

i. Pendapatan dana BLUD untuk 7 Puskesmas (Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional) 

dan untuk dan 1 RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD adalah mempedomani 

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah. 

2. Dana Transfer yang merupakan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. 

Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain 

dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK serta Dana Bagi 

Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Dalam dana transfer ini juga terdapat pendapatan yang 

bersumber dari Dana BOS. 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Pengembalian Hibah dari SKPD 

Pengelola Hibah.  

Berikut ini Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 

s.d. Tahun 2023 yaitu:  
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Tabel 2.1.2.1 

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d Tahun 2023 

  

Rekening 

  

Uraian 

Jumlah 

 

 Realisasi        

Th 2019 

(Rp)  

Realisasi    

 Th 2020 

(Rp) 

Realisasi  

Th 2021 

(Rp) 

Realisasi  

Tahun 2022 

(Rp) 

Proyeksi  

Tahun 2023 

(Rp 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PENDAPATAN DAERAH 734,106,696,896.05  689.222.919.606.62 688,635,054,453.61  566.698.718.558 601.121.014.936 

1.1 Pendapatan Asli Daerah    111,896,596,611.05    84,087,662,500.62     91,786,288,185.61  102.965.517.150 137.387.813.528 

1.1.1 Pajak Daerah     45,204,119,636.50    35,857,033,610.00     40,765,025,893.00  33.822.110.062 40.887.300.000 

1.1.2 Retribusi Daerah     33,125,468,779.75    21,833,603,342.00     27,401,880,331.00  19.582.339.000 29.241.339.000 

1.1.3 
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 
    6,071,910,132.00      6,331,956,191.00      5,482,031,608.00  5.795.000.000 6.084.750.000 

1.1.4 Lain-Lain PAD yang sah     27,495,098,062.80  20,065,069,357.62     18,137,350,353.61  43.766.068.088 61.174.424.528 

1.2. Pendapatan Transfer 607,228,300,285.00  585.094,336,619.00 593,762,137,738.00  463.733.201.408 463.733.201.408 

1.2.1 
Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat 
    26,013,224,000.00    56,127,080,000.00   561,068,880,504.00  433.866.812.000 433.866.812.000 

1.2.2 
Pendapatan Transfer Pemerintah 

Daerah 
    29,151,151,773.00  

   

25,459,097,709.00  
   32,675,257,234.00  

 

29.866.389.408 

 

29.866.389.408 

1.3. 
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 

Sah 
    14,981,800,000.00  

   

20,040,920,487.00  
     3,086,628,530.00  0 0 

1.3.1 Hibah                                -                                 -                                  -    0 0 

1.3.2 Dana Darurat                                -                                 -                                  -    0 0 

1.3.3 
Lain-lain pendapatan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan 
  14,981,800,000.00    20,040,920,487.00      3,086,628,530.00  0 0 

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2022    

2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah  

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang 

menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu 

pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran. 

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2022, ditetapkan kebijakan 

belanja daerah, diantaranya adalah: 

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait 

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan 

pembangunan daerah. 

2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorentasi 

pada out-comes sesuai anggaran kinerja pembanguan. 
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3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 

yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan 

dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota 

Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap. 

4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan 

berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja 

APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada 

potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan 

kesehatan. 

6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (pro 

poor) di Kota Bukittinggi. 

7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah 

rencana pembangunan. 

8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga 

ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan 

jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukinan penduduk, perpakiran, terminal 

dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah 

Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi 

Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota Bukittinggi Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030. 

9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus 

mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan 

kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. 

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung 

terhadap pelayanan publik di daerah.  

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2022 disusun 

dengan pendekatan anggaran berimbang dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian 

hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2022 akan dipergunakan untuk 

mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, 

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus 

dipenuhi. 
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Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib 

dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja 

subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang 

bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib 

dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja 

langsung setiap SKPD. Berikut Realisasi Belanja Tahun  2019 s.d. 2022 dan Proyeksi Belanja 

Tahun 2023. 

Tabel 2.1.3.1 

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2022 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 

 

No Uraian 

Jumlah 

Realisasi Th 2019 

(Rp) 

Realisasi Th 2020 

(Rp) 

Realisasi Th 2021 

(Rp) 

Realisasi Th 2022 

 (Rp) 

Proyeksi Th 2023  

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 6 

5.1. 
Belanja 

Operasi 
528.444.715.821,46  515.151.376.193,13  555.168.586.260,11 617.128.939.288,00 621.885.162.769,00 

5.1.1 
Belanja 

Pegawai 
362.187.753.715.82  360.230.406.322.57  296.371.615.565,25 340.225.290.322,00 348.730.922.570,00 

5.1.2 

Belanja 

Barang dan 

Jasa 

150.771650.352,64  116356.834.683,56  236.689.663.677,43  276.393.649.966,00 283.553.240.200,00 

5.1.3 
Belanja 

Bunga 
 -   -   -  - - 

5.1.4 
Belanja 

Subsidi 
 -   -   -  - - 

5.1.5 
Belanja 

Hibah 
  12.651.151.753,00    37.699.077.187,00    21.027.307.017,43  10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 

5.1.6 

Belanja 

Bantuan 

Sosial 

    2,834,160,000.00        865,058,000.00    1.080.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 

5.2. 
Belanja 

Modal 
187.986.455.096,79  249.317.613.815,34    93.038.635.113,35  55.780.729.795,00 57.012.748.040,00 

5.2.1 
Belanja 

Modal 
187.986.455.096,79  249.317.613.815,34    93.038.635.113,35  55.780.729.795,00 57.012.748.040,00 

5.3. 
Belanja Tidak 

Terduga 
           97.094.060,08  

     

31.485.489.291,50  
     1,844,107,190.00  2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 

5.3.1 
Belanja Tidak 

Terduga 
           97.094.060,08 

     

31.485.489.291,50 
     1.844.107.190,00 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 

5.4 
Belanja 

Transfer 
         559.301.924,50          706.056.990,00   -  - - 

5.4.1 
Belanja Bagi 

Hasil 
 -   -   -  - - 

5.4.1 

Belanja 

Bantuan 

Keuangan 

         559.301.924,50 
          

706.056.990,00 
 - - - 
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2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah 

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan 

perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan dan pasar. Secara 

umum indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk 

mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan 

tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu 

pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.  

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022 merupakan 

penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, 

dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran 

pemerintah. 

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan 

gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja 

tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang 

diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 

2022.  

Arah kebijakan ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang 

merupakan upaya yang diprioritaskan untuk pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor 

Peningkatan Ekonomi kerakyatan dirumuskan pada arah kebijakan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kunjungan wisata belanja  

2. Mengembangkan variasi dan kualitas wisata kuliner  

3. Memperluas akses kesempatan berusaha  

4. Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro  

5. Meningkatkan kinerja usaha koperasi  

6. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar  

7. Mengembangkan SDM Pengelola Pasar 

8. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen  

9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD  

10. Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD  

11. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro  

12. Menciptakan kawasan One Village One Product  

13. Meningkatkan kualitas layanan investasi  
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14. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau  

15. Mengembangkan pasar dengan bangunan vertical  

16. Meningkatkan penataan pasar dan pedagang  

17. Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan  

18. Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapnya  

19. Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum  

20. Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak  

21. Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan  

22. Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik  

23. Meningkatkan cakupan sanitasi layak  

24. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial  

25. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja  

26. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin  

27. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas. 

Banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka membuka peluang usaha 

dan menciptakan iklim berusaha yang hangat dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam 

Sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya telah diinisisasi langsung oleh 

Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH, dengan sistem kerjasama antara Pemerintah Kota 

Bukittinggi dengan BPRS Jam Gadang (Perseroda), telah diproses dan dipersiapkan sejak tahun 

2021 berupa program “Tabungan Utsman” untuk tahun 2022.  

Tabungan Utsman adalah program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membantu 

masyarakat di Kota Bukittinggi pasca pandemi covid-19 untuk mendapatkan modal dari perbankan 

dengan margin/ bunga yang ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang 

bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro. 

Pada APBD 2022 pos Belanja Subsidi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota 

Bukittinggi anggaran yang disediakan untuk pembayaran subsidi margin ini adalah 

Rp1.575.000.000,00. Oleh karena antusiasnya masyarakat dan tingginya minat masyarakat dalam 

memanfaatkan program tersebut, maka Tabungan Utsman pada Perubahan APBD Kota 

Bukittinggi Tahun 2022 dana anggarannya ditambah Rp1.000.000.000,00 sehingga anggaran tahun 

2022 menjadi Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan sudah 

terealisasi seluruhnya. Masyarakat yang dibantu adalah pelaku usaha yang tidak memiliki agunan 
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untuk mendapatkan modal dari perbankan serta untuk mengatasi agar pelaku usaha mikro 

khususnya di Kota Bukittinggi tidak terjerat oleh rentenir. 

Sejak kasus Virus Covid-19 merebak di awal tahun 2020 maka secara drastis 

mempengaruhi kondisi perekonomian Kota seperti terlihat pada tabel di bawah ini bahwa kondisi 

makro Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2019 - 2020 cenderung menurun. Untuk tahun 2021 dan 

perkiraan tahun 2022 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan berbagai program kegiatan 

terkait penanganan Virus Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah kota seperti program pemberian 

Vaksin ke berbagai lapisan masyarakat  dan program terkait pemulihan ekonomi lainnya. 

Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata yang sangat bergantung pada aktivitas 

kepariwisataan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kelumpuhan satu sektor berefek 

domino pada sektor lain sehingga terjadi ketimpangan pendapatan, munculnya penduduk miskin 

baru, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Berikut indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi 

pada tahun 2017-2020 dan proyeksi tahun 2020- 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2.1  

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi 

No Indikator Makro Ekonomi 
                              Realisasi Tahun  Proyeksi Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,05 6,08 6,02 5,88 -174 2,67 3,00 

2 Gini Ratio 0,34 0,31 0,34 0,27 0,265 0,262 0,264 

3 Tingkat Kemiskinan 5,48 5,35 4,92 4,60 4,54 4,59 4,48 

4 Laju Inflasi 6,04 3,93 1,37 2,99 1,31 2,02 3,93 

5 Tingkat Pengangguran Terbuka (5) 79,11 6,94 6,59 6,14 5,51 7,35 7,18 

6 Indek Pembangunan Manusia (%) 79,11 79,80 80,11 80,71 80,58 80,86 81,14 

Sumber Data: 2016 s.d 2020 Data BPS Kota Bukittinggi 

2021 s.d 2022: Angka Proyeksi 

2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 

sampai dengan 2020 namun masih di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. 

Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada 

kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut. 
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Grafik 2.2.1.1 

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar dan Nasional serta Target Kota 

Bukittinggi Tahun 2016 S/D 2020 

  

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021 

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 

sampai dengan 2019 yaitu diatas angka 5,88 % namun masih di atas pertumbuhan rata-rata kota-

kota dan dibawah Kota Payakumbuh dan diatas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan 

Nasional. Namun pada tahun 2020 pada masa pandemic Covid-19 Pertumbuhan ekonomi Kota 

Bukittinggi sangat rendah sekali dibawah Kota Padang, hal ini karena secara rata-rata, 

pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori 

perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi dan sektor penggerak ini merupakan sektor yang 

sangat terdampak oleh Pandemi Covid-19. 

Tahun 2022, berdasarkan Bukittinggi Dalam Angka 2023 yang data dasarnya adalah tahun 

2022 yang diterbitkan oleh BPS Wilayah Kota Bukittinggi, perbandingan pertumbuhan ekonomi 

Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota lain di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi adalah 4,68% yang semula ditargetkan hanya 3% pada 

RKPD dan KUA Tahun 2022 yang berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Padang Pariaman 

6,87%, Kabupaten Mentawai 4,94%.  

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita 

Dalam rangka pembangunan daerah, khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi 

indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (Produc Domestik 

Regional Bruto). PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima 

oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran 

mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode 

tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang 
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dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata 

lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.  

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari 

sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam 

membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan 

daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.  

Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2022 

ditargetkan untuk sektor Pariwisata dengan target capaian adalah 3%. Semua kabupaten kota di 

Sumatera Barat mengalami percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kota Bukittinggi tahun 2021 

mengalami percepatan sebesar 3,61 persen. 

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam 

jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan 

usahanya, tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah perdagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 33,17 persen; transportasi dan pergudangan 

sebesar 10,22 persen; dan informasi dan komunikasi sebesar 7,36 persen. Total ketiganya 

mencapai 50,75 persen dari Total PDRB Kota Bukittinggi tahun 2021.  

Perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. 

Pertumbuhan ekonomi sendiri dihitung dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 

2021, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mencapai 3,61 persen. Pertumbuhan tertinggi 

dicapai oleh Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,32 persen, diikuti Kategori Jasa 

Lainnya sebesar 6,01 persen. Mulai dibukanya objek wisata berbayar, kondisi pandemi yang 

berangsur membaik dan faktor emosional masyarakat sehingga muncul revenge travel (balas 

dendam melakukan perjalanan) menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat. 

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi 

penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga 

berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan 

harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini 

digunakan harga tahun 2010.  

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar 

harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada 

tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 

persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu 

tertentu terhadap waktu sebelumnya. 
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Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, Kota Bukittinggi berhasil mencapai 4,68%. 

2.2.3. Gini Rasio 

Gini rasio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas 

pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti 

pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Untuk melihat 

distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pandapatan 

perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. 

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran kemerataan atau ketimpangan distribusi 

pengeluaran. Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain : Ketimpangan 

Rendah (g 0,3), Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5),   Ketimpangan Tinggi  (g0,5). 

Koofiesien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, 

sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. “0” berkaitan 

dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” 

berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, 

sementara orang lain memiliki pendapatan nol). 

Gini Rasio Tahun 2021 ditarget 0,262 turun 0,003 dari tahun 2020 dan terealisasi sebesar 

0,286. Dengan harapan upaya pemulihan ekonomi meningkatkan pendapatan penduduk dari semua 

sektor yang membangun PDRB Kota maka diprediksi Tahun 2022 kembali naik 0,002 karena 

melihat kondisi akhir 2021 angka sebaran Covid-19 kembali meningkat. Menurut Data BPS, untuk 

realisasi ratio gini pada tahun 2022 adalah 0,317. 

Jika dilihat dari rasio pertumbuhan dari tahun 2021 dan tahun 2022 antara gini rasio dan 

pertumbuhan ekonomi, rasio gini Kota Bukittinggi turun sebesar 0,031 meskipun pertumbuhan 

ekonomi mengalami kenaikan, sedangkan untuk nasional, rasio gini membaik dengan 

pertumbuhan cukup baik. Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi dengan provinsi dan nasional 

Tahun 2017 s/d 2022 disajikan sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.2.3.1 

Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2022 

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2022 

 

          Indeks Gini 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

        Target Daerah 0,330 0,320 0,310 0,300 0,300 0,284 

        Kota Bukittinggi 0,313 0,337 0,267 0,265 0,286 0,317 

        Sumatera Barat 0,318 0,321 0,306 0,305 0,306 0,306 

       Indonesia 0,391 0,384 0,380 0,385 0,381 0,381 
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2.2.4. Laju Inflasi  

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting 

yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh 

konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap 

barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke 

waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa 

mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, 

terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi 

akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya 

belinya.  

Dalam pengukuran IHK oleh BPS, data harga yang disajikan meliputi, harga eceran beras di 

beberapa kota, harga eceran nasional beberapa jenis barang, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan 

laju inflasi, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), Indeks harga yang diterima dan dibayar 

petani, Harga Produsen Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP), dan Gabah 

Kualitas Rendah di tingkat petani dan penggilingan, Indeks Harga Produsen (IHI).  

Rata-rata harga eceran beras diolah dari survei mingguan Badan Pusat Statistik (BPS) di 

beberapa kota. Karena beragamnya kualitas beras di masing-masing kota, maka harga yang 

disajikan adalah rata rata harga beras tertimbang.  

IHK merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014, IHK dihitung 

berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 

komoditas.  

IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan 

tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, 

dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuanganPeningkatan pendapatan yang diterima 

masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh 

karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang 

diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi.  

Menurut Data Statistik Daerah Tahun 2022 yang data dasarnya adalah tahun 2021, laju 

inflasi tercatat 1,69% lebih rendah dari tahun 2020 yang mengalami inflasi 2,02%.  

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2022 secara umum 

mengalami kenaikan yang mempengaruhi inflasi. Di Kota Bukittinggi pada bulan Desember 2022 

terjadi inflasi yoy sebesar 7,76 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 

106,59 pada bulan Desember 2021 menjadi 114,86 pada bulan Desember 2022. Tingkat inflasi 
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mtm Desember 2022 Kota Bukittinggi sebesar 0,66 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 7,76 

persen.  

Inflasi year on year (yoy) Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan harga yang 

ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran yang mempengaruhi inflasi di Kota 

Bukittinggi yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 10,05 persen; kelompok 

pakaian dan alas kaki sebesar 3,94 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah 

tangga sebesar 2,74 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin tumah 

tangga sebesar 6,89 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,00 persen; kelompok transportasi 

sebesar 18,95 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,58 persen; 

kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 3,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,44 

persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 6,45 persen; dan kelompok 

perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,17 persen.  

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Desember 2022 

antara lain: bensin, beras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, telur ayam ras, sewa rumah, 

cabai merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, nasi dengan lauk, kue kering berminyak, tarif 

kendaraan roda 2 online, kontrak rumah, angkutan antar kota, rokok kretek, rokok putih, bahan 

bakar rumah tangga, tahu mentah, daging sapi dan beberapa komoditas lainnya.  

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada 

Desember 2022 antara lain: daging ayam ras, cabai merah, petai, emas perhiasan, pisang, tomat, 

beras, ikan nila dan beberapa komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan 

harga pada bulan Desember 2022 terhadap November 2022 antara lain: bawang merah, jeruk, ikan 

asin sepat, minyak goreng, bawang putih dan beberapa komoditas lainnya. 

Tingkat inflasi bulanan month to month (mtm) (Desember 2022 terhadap November 2022) 

Kota Bukittinggi sebesar 0,66 persen dan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 7,76 persen jauh 

melebihi target tertinggi Pemerintah Kota yang diperkirakan mencapai 4%.   

2.2.5. Tingkat Kemiskinan 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan 

dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang 

diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar.  

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan 

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua 

komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan 
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(GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan 

perdesaan. 18.  

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum 

makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-

Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, 

kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya 

Garis kemiskinan, gambaran penduduk miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan Kota 

Bukittinggi Kota Bukittinggi selama 7 tahun terakhir dapat diamati pada tabel berikut: 

Tabel 2.2.5.1 Penduduk Miskin Kota Bukittinggi 

Indikator Kemiskinan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Garis Kemiskinan (Rupiah) 420.478 475.755 459.371 475.755 519.470 540,457 570,032 

Persentase Penduduk Miskin (Persen) 5,48 5,35 4,92 4,60 4,54 5,14 4,46 

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 6,81 6,75 6,32 6,00 6,01 6,98 6,160 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,05 0,57 0,39 0,56 0,56 0,80 0.83 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,30 0,10 0,06 0,12 0,20 0,19 0,24 

Sumber: BPS Sumbar  

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami penurunan secara terus 

menerus sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, namun naik pada tahun 2021 dan kembali 

turun pada tahun 2022, hal ini diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke 

tahun. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara 

signifikan sampai angka 4,46 pada tahun 2022, namun demikian penurunan ini masih jauh 

dibawah target pemerintah daerah. Walaupun secara jumlah dan persentase berhasil diturunkan, 

namun dari segi kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini 

menggambarkan bahwa perlu melanjutkan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah 

daerah yang lebih fokus untuk percepatan penurunan kedalaman dan keparahan penduduk miskin 

di Kota Bukittinggi pada masa mendatang. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau disebut juga Poverty Gap Index adalah ukuran 

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

atau Poverty Severity Index adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara 

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara 

penduduk miskin.  
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Tingkat kemiskinan Kota Bukitinggi masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat 

kemiskinan Provinsi sebesar 6,04 % dan tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,57 (per bulan 

September 2022). 

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang 

mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan 

tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak 

mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan 

tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi 

perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar 

tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang. 

 

Tabel  2.2.6.1. 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2018 s/d 2022 

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 

Kota Bukittinggi 7,24 6,20 7,51 6,09 4,90 

 Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2023 Data Dasar 2022 

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka 

pada tahun 2022 sebanyak 4,90 persen mengalami penurunan signifikan dari tahun-tahun 

sebelumnya, bahkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2022 adalah angka 

yang paling rendah. Artinya pada tahun 2022 tersebut program-program pemerintah daerah 

berhasil menekan angka pengangguran dengan menciptakan iklim usaha yang mendukung 

serta memfasilitasi modal usaha antara lain dengan program Tabungan Utsman serta 

membuka ruang-ruang tempat usaha baik offline maupun online.  

Capaian pembangunan ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kota Bukittinggi menunjukkan capaian yang optimal. Penyandingan terhadap target daerah 

memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2022 di 

bawah angka perkiraan yaitu 7,18% yang ditetapkan di RKPD Tahun 2022. 

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia. 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses 

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM 

diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan 
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tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur 

panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar 

pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari 

Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita 

riil (adjusted), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.  

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang 

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. 

Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi 

Sumatera Barat dan Nasioal yang setiap tahunnya juga selalu meningkat.  

 Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup 

panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar 

tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain. 

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM 

dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:  

1. Umur panjang dan hidup sehat. 

2. Pengetahuan. 

3. Standar hidup layak. 

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka 

Harapan Hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah 

(HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Keempat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi 

kurun waktu 2015-2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2.7.1  

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015– 2022 

 

Tahun 
Angka Harapan 

Hidup (Tahun) 

Rata-rata Lama 

Sekolah (Tahun) 

Harapan Lama 

Sekolah (Tahun) 

Pengeluaran Per 

Kapita (Ribu Rupiah) 
IPM 

2015 

Bkt: 73,52 

Sbr: 68,66 

Ind: 70,78 

Bkt: 10,79 

Sbr: 8,42 

Ind: 7,84 

Bkt: 14,95 

Sbr: 13,60 

Ind: 12,55 

Bkt: 12.330 

Sbr:  9.803 

Ind: 10.150 

Bkt: 78,72 

Sbr: 69,98 

Ind: 69,55 

2016 

Bkt: 73,60 

Sbr: 68,73 

Ind: 70,90 

Bkt: 10,98 

Sbr: 8,59 

Ind: 7,95 

Bkt: 14,93 

Sbr: 13,79 

Ind: 12,72 

Bkt: 12.475 

Sbr: 10.126 

Ind: 10.420 

Bkt: 79,11 

Sbr: 70,73 

Ind: 70,18 
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Tahun 
Angka Harapan 

Hidup (Tahun) 

Rata-rata Lama 

Sekolah (Tahun) 

Harapan Lama 

Sekolah (Tahun) 

Pengeluaran Per 

Kapita (Ribu Rupiah) 
IPM 

2017 

Bkt: 73,69 

Sbr: 68,78 

Ind: 71,06 

Bkt: 11,30 

Sbr: 8,72 

Ind: 8,10 

Bkt: 14,94 

Sbr: 13,94 

Ind: 12,85 

Bkt: 12.816 

Sbr: 10.306 

Ind: 10.664 

Bkt: 79,91 

Sbr: 71,24 

Ind: 70,81 

2018 

Bkt: 73,91 

Sbr: 69,01 

Ind: 71,20 

Bkt: 11,31 

Sbr: 8,76 

Ind: 8,17 

Bkt: 14,95 

Sbr: 13,95 

Ind: 12,91 

Bkt:13.035 

Sbr: 10.634 

Ind: 11.059 

Bkt: 80,11 

Sbr: 71,73 

Ind: 71,39 

2019 

Bkt: 74,22 

Sbr: 69,31 

Ind: 71,34 

Bkt: 11,32 

Sbr: 8,92 

Ind: 8,34 

Bkt: 14,96 

Sbr: 14,01 

Ind: 12,95 

Bkt: 13.586 

Sbr: 10.925 

Ind: 11.299 

Bkt: 80,71 

Sbr: 72,39 

Ind: 71,92 

2020 

 

Bkt: 74,38 

Sbr: 69,47 

Ind: 71,47 

Bkt: 11,33 

Sbr: 8,49 

Ind: 8,48 

Bkt: 14,97 

Sbr: 14,02 

Ind: 12,98 

Bkt: 13.282 

Sbr: 10.733 

Ind: 11.010 

Bkt: 80,58 

Sbr: 72,28 

Ind: 71,94 

2021 

 

Bkt: 74,50 

Sbr: 69,59 

Ind: 71,47 

Bkt: 11,34 

Sbr: 7,07 

Ind: 8,48 

Bkt: 14,98 

Sbr: 14,09 

Ind: 12,98 

Bkt: 13.331 

Sbr: 10.790 

Ind: 11.156 

Bkt: 80,70 

Sbr: 72,65 

Ind: 72,29 

2022 

 

Bkt: 74,82 

Sbr: 69,90 

Ind: 71,47 

Bkt: 11,63 

Sbr: 9,18 

Ind: 8,48 

Bkt: 14,99 

Sbr: 14,10 

Ind: 12,98 

Bkt: 13.633 

Sbr: 11.130 

Ind: 11.479 

Bkt: 81,42 

Sbr: 73,26 

Ind: 72,91 

Sumber: BPS Kota Bukittinggi  

Hasilnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi mengalami peningkatan cukup 

signifikan pada tahun 2022. Yaitu dari 80,58 tahun 2020, menjadi 80,70 pada tahun 2021 atau 

meningkat sebesar 0,12 serta akhirnya meningkat cukup signifikan tahun 2022 menjadi 81,42 atau 

mengalami peningkatan sebesar 0,72. 

2.3. Penetapan APBD, Pergeseran serta Perubahan APBD APBD Tahun 2022 

 Setelah ditetapkannya APBD Tahun 2022, maka terdapat 3 (tiga) kali pergeseran APBD, 1 

(satu) kali perubahan APBD dan 1 (satu) kali pergeseran setelah perubahan APBD, sebagaimana 

kami cantumkan di bawah ini:  

1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 

2. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. 

3. Perwako Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwako Bukittinggi No 43 Tahun 2021 

tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 31 Januari 2022. Pergeseran dilakukan untuk 

mengakomodir antara lain pergeseran rekening untuk gaji tenaga kontrak. 

4. Perwako Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Perwako Bukittinggi No 43 

Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 31 Maret 2022 untuk antara lain 

mengakomodir Bantuan Keuangan Pariwisata dari Provinsi untuk Kota Bukittinggi. 
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5. Perwako Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Perwako Bukittinggi No 43 

Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 4 Agustus 2022 untuk mengakomodir 

antara lain BKK pendidikan dari Bukittinggi ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat.  

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang dominan adalah 

untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran. 

7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. 

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 

Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 20229 Desember 2022 untuk mengakomodir 

kekurangan gaji Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bukittinggi. 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 

Pencapaian target kinerja keuangan dalam rangka merumuskan kebijakan fiskal daerah, 

APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk 

memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan 

secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap 

kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini 

akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja 

keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2022. 

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 pada APBD Perubahan 

ditetapkan sebesar Rp714.157.721.650,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah.  

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar 

Rp837.145.281.505,00. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit 

anggaran sebesar  Rp(122.987.559.855,00) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan 

daerah. 

Dari target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 

2022 tersebut, dapat diuraikan realisasinya secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1.1  

Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan Tahun 2021 

URAIAN  
Anggaran 2022 Realisasi 2022 Anggaran 2021 Realisasi 2021 Kenaikan/ 

% 
Rp Rp Rp Rp Penurunan 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

PENDAPATAN DAERAH - LRA             714.157.721.650,00  
            

698.402.386.323,22         684.347.061.146,00              688.635.054.453,61           9.767.331.869,61          0,01  

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA            136.257.791.456,00  
             

130.796.925.183,85           92.110.528.556,00                91.786.288.185,61         39.010.636.998,24         0,43  

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 
                      

50.269.852.262,00  
                         

49.570.750.398,00  
                  

37.070.692.210,00  
                        

40.765.025.893,00  
                 

8.805.724.505,00              0,22  

Pendapatan Retribusi Daerah -LRA 
                      

48.684.034.000,00  
                         

46.662.398.969,00  
                 

25.609.269.920,00  
                         

27.401.880.331,00  
                

19.260.518.638,00              0,70  

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

                        
7.505.000.000,00  

                            
6.641.291.925,00  

                    
5.482.031.608,00  

                          
5.482.031.608,00  

                   
1.159.260.317,00  

             
0,21  

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 
                       

29.798.905.194,00  
                          

27.922.483.891,85  
                  

23.948.534.818,00  
                          

18.137.350.353,61  
                  

9.785.133.538,24              0,54  

PENDAPATAN TRANSFER - LRA            577.899.930.194,00  
             

567.605.461.139,37        592.236.532.590,00             596.848.766.268,00       (29.243.305.128,63)      (0,05)  

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat            543.423.791.657,00  
            

532.574.902.562,00         562.370.143.182,00              561.086.880.504,00        (28.511.977.942,00)       (0,05)  

Dana Perimbangan 
                     

543.423.791.657,00  
                       

532.574.902.562,00  
                 

516.838.587.182,00  
                      

515.555.324.504,00  
                

17.019.578.058,00              0,03  

Dana Insentif Daerah (DID) 
                                                 

-    
                                                    

-    
                  

45.531.556.000,00  
                        

45.531.556.000,00  
             

(45.531.556.000,00)           (1,00)  

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan 
Insfrastruktur 

                                                 
-    

                                                    
-                                      -      

Pendapatan Transfer antar Daerah             34.476.138.537,00  
               

34.812.971.120,00          29.866.389.408,00               32.675.257.234,00           2.137.713.886,00         0,07  

Pendapatan Bagi Hasil 
                       

34.076.138.537,00  
                           

34.412.971.120,00  
                 

29.866.389.408,00  
                        

32.675.257.234,00           1.737.713.886,00         0,05  

Bantuan Keuangan 
                           

400.000.000,00  
                              

400.000.000,00                                              -    
                                                  

-    
                    

400.000.000,00    

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 
SAH                                    -    

                   
217.587.457,37                                  -                   3.086.628.530,00         (2.869.041.072,63)      (0,93)  

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan perundang-undangan 

                                                 
-    

                               
217.587.457,37                                              -    

                          
3.086.628.530,00  

               
(2.869.041.072,63)  

           
(0,93)  

BELANJA DAERAH            837.145.281.505,00  
             

744.059.199.525,66        783.759.843.834,00              650.051.328.563,46        94.007.870.962,20          0,14  

BELANJA OPERASI           675.422.845.486,00  
               

611.262.131.931,10        642.962.609.606,00               555.168.586.260,11        56.093.545.670,99          0,10  
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URAIAN  
Anggaran 2022 Realisasi 2022 Anggaran 2021 Realisasi 2021 Kenaikan/ 

% 
Rp Rp Rp Rp Penurunan 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

Belanja Pegawai 
                    

325.444.707.669,00  
                        

301.384.096.541,66  
                

322.664.639.155,00  
                       

296.371.615.565,25  
                  

5.012.480.976,41              0,02  

Belanja Barang dan Jasa 
                       

301.912.139.291,00  
                        

264.544.058.412,28  
               

295.562.732.925,00  
                      

236.689.663.677,43  
               

27.854.394.734,85  
             

0,12  

Belanja Subsidi 
                        

3.385.520.000,00  
                            

2.910.989.266,00                                              -    
                                                  

-    
                  

2.910.989.266,00    

Belanja Hibah 
                      

42.425.478.526,00  
                            

40.192.987.711,16  
                 

23.655.237.526,00  
                         

21.027.307.017,43  
                

19.165.680.693,73  
             

0,91  

Belanja Bantuan Sosial 
                        

2.255.000.000,00  
                           

2.230.000.000,00  
                    

1.080.000.000,00  
                          

1.080.000.000,00  
                  

1.150.000.000,00  
             

1,06  

BELANJA MODAL            147.955.769.352,00  
             

124.005.630.244,56         123.125.748.792,00                93.038.635.113,35          30.966.995.131,21         0,33  

Belanja Modal Tanah 
                                                 

-    
                                                    

-                                                -    
                                                  

-                                  -      

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
                        

60.312.518.236,00  
                          

48.131.479.720,00  
                 

49.999.944.467,00  
                        

42.231.774.799,80  
                 

5.899.704.920,20  
             

0,14  

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
                       

33.140.307.759,00  
                         

25.739.508.574,06  
                   

29.277.125.124,00  
                        

23.949.425.057,53  
                  

1.790.083.516,53              0,07  

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 
                      

49.760.228.857,00  
                          

45.500.951.384,50  
                  

40.886.820.001,00  
                          

24.162.072.116,02  
                

21.338.879.268,48              0,88  

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
                         

4.742.714.500,00  
                           

4.633.690.566,00  
                    

2.961.859.200,00  
                          

2.695.363.140,00  
                  

1.938.327.426,00              0,72  

Belanja Modal Aset Lainnya                                                 -    
                                                  

-                                  -      

BELANJA TIDAK TERDUGA               5.000.000.000,00  
                   

271.437.350,00           17.671.485.436,00                  1.844.107.190,00       (1.572.669.840,00)        (0,85)  

Belanja Tidak Terduga 
                        

5.000.000.000,00  
                               

271.437.350,00  
                   

17.671.485.436,00  
                            

1.844.107.190,00  
                

(1.572.669.840,00)  
           

(0,85)  

BELANJA TRANSFER               8.766.666.667,00  
                

8.520.000.000,00                                  -                                        -            8.520.000.000,00    

BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 
                        

8.766.666.667,00  
                           

8.520.000.000,00                                  -                                        -    
                 

8.520.000.000,00    

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
                                                 

-    
                                                    

-                                      -      

JUMLAH BELANJA            837.145.281.505,00  
             

744.059.199.525,66        783.759.843.834,00              650.051.328.563,46        94.007.870.962,20          0,14  

SURPLUS/(DEFISIT)         (122.987.559.855,00)  
-             

45.656.813.202,44        (99.412.782.688,00)               38.583.725.890,15      (84.240.539.092,59)         (2,18)  

PEMBIAYAAN DAERAH                                       -      

PENERIMAAN PEMBIAYAAN            132.987.559.855,00  
             

132.979.000.890,90           99.412.782.688,00               94.403.833.965,75         38.575.166.925,15          0,41  

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 
                     

132.987.559.855,00  
                        

132.979.000.890,90  
                 

99.386.026.235,00  
                        

94.377.077.512,75  
                

38.601.923.378,15  
             

0,41  
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URAIAN  
Anggaran 2022 Realisasi 2022 Anggaran 2021 Realisasi 2021 Kenaikan/ 

% 
Rp Rp Rp Rp Penurunan 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

Pencairan dana Cadangan 
                                                 

-    
                                                    

-    
                        

26.756.453,00  
                               

26.756.453,00  
                     

(26.756.453,00)            (1,00)  

PENGELUARAN PEMBIAYAAN             10.000.000.000,00  
              

10.000.000.000,00                                  -                                        -    
                

10.000.000.000,00    

Penyetoran Modal Daerah 
                       

10.000.000.000,00  
                          

10.000.000.000,00                                              -    
                                                  

-    
                

10.000.000.000,00    

PEMBIAYAAN NETTO            122.987.559.855,00  
             

122.979.000.890,90           99.412.782.688,00               94.403.833.965,75         28.575.166.925,15         0,30  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 
(SILPA)                                    -    

              
77.322.187.688,46                                  -                132.987.559.855,90       (55.665.372.167,44)      (0,42)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Catatan atas Laporan Keuangan (LKPD 2022) CaLK 

 

Pemerintah Kota Bukittinggi  Halaman -47- 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah tahun 2022 

direalisasikan sebesar Rp698.402.386.323,22 dari target yang telah ditetapkan sebesar 

Rp714.157.721.650,00 atau 97.79%. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 

Rp684.347.061.146,00 direalisasikan sebesar Rp688.635.054.453,61 sehingga mengalami kenaikan 

sebesar Rp9.767.331.869,61 atau 0,01%. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 dari target yang 

ditetapkan sebesar Rp136.257.791.456,00 atau 95,99% dari anggarannya dan mengalami 

kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp39.016.304.498,24 atau 0,43%  dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2021. 

b. Pendapatan Transfer dengan realisasi mencapai 98,18% atau sebesar Rp567.387.873.682,00 

dari anggaran sebesar Rp577.899.930.194,00 dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi 

sebesar Rp593.762.137.738,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp592.236.532.990,00 

terdapat penurunan sebesar Rp(26.374.264.056,00) atau (0,04)% dibandingkan dengan realisasi 

tahun 2021. 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp0 direalisasikan 

sebesar Rp217.587.457,37, dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan realisasi 

(0.93)% atau sebesar Rp(2.869.041.072,63). 

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada 

tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp837.145.281.505,00 dengan realisasi sebesar 

Rp744.059.199.525,66 atau menyerap anggaran sebesar 88.88%.  
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Tabel 3.1.2 

 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 

 

Uraian  
Anggaran 2022 Realisasi 2022 Anggaran 2021 Realisasi 2021 Kenaikan/ 

% 
Rp Rp Rp Rp Penurunan 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

BELANJA OPERASI        675.422.845.486,00        611.262.131.931,10             642.962.609.606,00        555.168.586.260,11     56.093.545.670,99  
        

0,10  

Belanja Pegawai 
                 

325.444.707.669,00  
             

301.384.096.541,66  
                       

322.664.639.155,00  
              

296.371.615.565,25  
              

5.012.480.976,41  
            

0,02  

Belanja Barang dan Jasa 
                   

301.912.139.291,00  
            

264.544.058.412,28  
                      

295.562.732.925,00  
            

236.689.663.677,43             27.854.394.734,85  
             

0,12  

Belanja Subsidi 
                     

3.385.520.000,00  
                

2.910.989.266,00                                                     -    
                                         

-    
              

2.910.989.266,00  
                

-    

Belanja Hibah 
                   

42.425.478.526,00  
                

40.192.987.711,16  
                        

23.655.237.526,00  
                

21.027.307.017,43  
            

19.165.680.693,73  
             

0,91  

Belanja Bantuan Sosial 
                     

2.255.000.000,00  
               

2.230.000.000,00  
                           

1.080.000.000,00  
                 

1.080.000.000,00  
              

1.150.000.000,00  
             

1,06  

BELANJA MODAL         147.955.769.352,00      124.005.630.244,56              123.125.748.792,00         93.038.635.113,35       30.966.995.131,21  
       

0,33  

Belanja Modal Tanah 
                                             

-                                            -                                                       -    
                                         

-                               -    
                

-    

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
                    

60.312.518.236,00  
               

48.131.479.720,00  
                        

49.999.944.467,00  
               

42.231.774.799,80               5.899.704.920,20  
             

0,14  

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
                   

33.140.307.759,00  
             

25.739.508.574,06  
                         

29.277.125.124,00  
              

23.949.425.057,53  
              

1.790.083.516,53  
            

0,07  

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 
                   

49.760.228.857,00  
              

45.500.951.384,50  
                         

40.886.820.001,00  
                

24.162.072.116,02  
            

21.338.879.268,48  
            

0,88  

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
                     

4.742.714.500,00  
               

4.633.690.566,00  
                           

2.961.859.200,00  
                 

2.695.363.140,00  
              

1.938.327.426,00  
            

0,72  

Belanja Modal Aset Lainnya                                                        -    
                                         

-                               -    
                

-    

BELANJA TIDAK TERDUGA            5.000.000.000,00            271.437.350,00                17.671.485.436,00           1.844.107.190,00      (1.572.669.840,00) 
    

(85,00) 

Belanja Tidak Terduga 
                     

5.000.000.000,00  
                   

271.437.350,00  
                         

17.671.485.436,00  
                  

1.844.107.190,00  
            

(1.572.669.840,00) 
        

(85,00) 

BELANJA TRANSFER            8.766.666.667,00         8.520.000.000,00                                       -                                 -         8.520.000.000,00  
                

-    

BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 
                     

8.766.666.667,00  
               

8.520.000.000,00                                       -                                 -                 8.520.000.000,00  
                

-    

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
                                             

-                                            -                                   -      

JUMLAH BELANJA         837.145.281.505,00      744.059.199.525,66             783.759.843.834,00       650.051.328.563,46     94.007.870.962,20  
           

14,46  
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum Belanja Daerah tahun 2022 

direalisasikan sebesar Rp744.059.199.525,66 dari target yang telah ditetapkan sebesar 

Rp837.145.281.505,00 atau 88,88% dari anggaran.  Pencapaian target belanja tersebut meliputi : 

a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp611.262.131.191.525,66  dari target yang 

ditetapkan sebesar Rp675.422.845.486,00 atau 90,50% dari anggarannya dan mengalami 

kenaikan sebesar Rp56.093.545.670,99 atau 0,10%  dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. 

b. Belanja Modal dengan realisasi mencapai 83,81% atau sebesar Rp124.005.630.244,56 dari 

anggaran sebesar Rp147.955.769.352,00 terdapat kenaikan sebesar Rp30.966.995.131,21 atau 

0,33 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. 

c. Belanja Tidak Terduga dari Anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 direalisasikan sebesar 

Rp271.437.350,0 atau mencapai 5,43%. Dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan 

realisasi (0,85)% atau sebesar Rp(1.572.669.840,00).  

 Dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas 

terjadi defisit anggaran sebesar Rp(122.987.559.855,00) yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah 

sebesar Rp122.987.559.855,00. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan 

sebesar Rp122.987.559.855,00. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan 

yang dianggarkan sebesar Rp132.987.559.855,00 dengan realisasi sebesar Rp132.979.000.890,90 

atau 99,99% dari anggarannya.  

 Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan realisasi 

sebesar Rp10.000.000.000,00  atau 100% dari anggarannya.  Realisasi penerimaan ini sepenuhnya 

berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp132.979.000.890,90.  

 Dibandingkan dengan tahun 2021 dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp99.412.782.688,00 

direalisasikan sebesar Rp94.403.833.965,75 yang berarti mengalami kenaikan sebesar  0,30%  atau  

Rp28.583.725.890,15 Terdiri dari kenaikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 

Rp38.583.725.890,15 atau sebesar 0,41 %.  

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang 

diperkirakan sebesar Rp(122.987.559.855,00) namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar 

Rp(45.663.834.026,44),  dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp 122.979.000.890,90 

maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp77.322.187.688,46. 
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Tabel 3.1.3 

 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah 

Tahun 2022 dan Tahun 2021 

URAIAN  
Anggaran 2022 Realisasi 2022 Anggaran 2021 Realisasi 2021 Kenaikan/ 

% 
Rp Rp Rp Rp Penurunan 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

Surplus (Defisit) 
                   

(122.987.559.855,00) 
                         

(45.656.813.202,44) 
                

(99.412.782.688,00) 
                    

38.583.725.890,15  
                

(84.240.539.092,59) 
          

(2,18) 

PEMBIAYAAN DAERAH         
                                            

-      

   PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
           

132.987.559.855,00               132.979.000.890,90          99.412.782.688,00  
          

94.403.833.965,75  
         

38.575.166.925,15  
            

0,41  

     Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya 

                     
132.987.559.855,00  

                         
132.979.000.890,90  

                 
99.386.026.235,00  

                    
94.377.077.512,75  

                   
38.601.923.378,15  

            
0,41  

     Pencairan Dana Cadangan 
                                                 

-    
                                                     

-    
                        

26.756.453,00  
                           

26.756.453,00  
                       

(26.756.453,00) 
          

(1,00) 

  PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
                       

10.000.000.000,00  
                           

10.000.000.000,00  
                                            

-    
                                              

-    
                  

10.000.000.000,00    

     Penyertaan Modal Daerah 
                       

10.000.000.000,00  
                           

10.000.000.000,00  
                                            

-    
                                              

-    
                  

10.000.000.000,00    

PEMBIAYAAN NETTO 
                     

122.987.559.855,00  
                         

122.979.000.890,90  
                  

99.412.782.688,00  
                    

94.403.833.965,75  
                   

28.575.166.925,15  
           

0,30  

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN (SILPA) 

                                                 
-                   77.322.187.688,46                                 -    

         
132.987.559.855,90  

                 
(55.665.372.167,44) 

          
(0,42) 
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3.2. HAMBATAN/KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN 

TARGET KINERJA  

 Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian 

 kinerja keuangan Tahun 2022 antara lain adalah : 

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi, 

khususnya pada Penerimaan Retribusi Daerah. 

2. Secara umum target Pendapatan Daerah telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, 

namun masih ada yang belum mencapai seratus persen, seperti Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan hanya 88,49%. 

3. Pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 

yang dialami semenjak tahun 2020 yang lalu.  

4. Pelaksanaan belanja, secara khusus untuk Belanja Operasi terealisasi sebesar 90,50% dari 

target, dan Belanja Modal terealisasi sebesar 83,81% secara umum disebabkan kurang 

optimalnya belanja modal gedung dan bangunan, belanja barang dan jasa yang disebabkan 

adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan pada tahun 2022. 

5. Masih kurang maksimalnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun berjalan 

diperlukan penyesuaian Anggaran Belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya 

realisasi anggaran. 

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Bukittinggi pada Tahun 2022 ini antara lain adalah : 

1. Perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja. 

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan 

internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan. 

3. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi 

vertikal lainnya. 

4. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi terkait pentingnya membayar pajak dan 

retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan 

retribusi daerah. 

5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan kesadaran akan kualitas kesehatan masyarakat yang 

semakin baik apalagi di masa pandemi. 
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BAB IV 

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN  

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 

 

4.1.  STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN 

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan laporan gabungan/ konsolidasian 

seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari 28 (dua puluh 

delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang biasa disebut juga Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas/ Badan/ Satuan/ Kantor/ Sekretariat 

Daerah/ Sekretariat DPRD termasuk didalamnya fungsi Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) yang melekat pada OPD Badan Keuangan.  

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menggabungkan Laporan 

Realisasi Anggaran 28 (dua puluh delapan) SKPD yang mengungkapkan kegiatan 

keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD untuk tahun 

yang  berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, yang menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

b. Belanja 

c. Surplus/Defisit 

d. Pembiayaan 

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL ) 

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo 

Anggaran Lebih Tahun 2022 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau 

SiKPA serta Saldo Anggaran Lebih Akhir secara komparatif posisi periode tahun 2022 

dengan periode sebelumnya tahun 2021 yaitu pos-pos berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal. 

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan 

c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. 
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e. Lain-lain. 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. 

3. Neraca Daerah 

Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, 

kewajiban dan ekuitas sampai dengan tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif 

antara tahun 2022 dan tahun sebelumnya 2021. Neraca Daerah Kota Bukittinggi 

memuat informasi-informasi akun-akun Aset yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka 

Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya, akun Kewajiban yang terdiri 

dari Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri 

dari Ekuitas Dana Lancar, dan Ekuitas. Pemerintah Kota Bukittinggi 

mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut: 

a. Aset 

1) Aset Lancar. 

2) Investasi Jangka Panjang. 

3) Aset Tetap. 

4) Dana Cadangan. 

5) Aset Lainnya. 

b. Kewajiban 

1) Kewajiban Jangka Pendek. 

2) Kewajiban Jangka Panjang. 

c. Ekuitas 

4. Laporan Operasional (LO) 

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban 

yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya 

disandingkan dengan periode sebelumnya. 

Laporan Operasional adalah menggambarkan laporan operasional riil untuk tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, menyajikan pos-pos sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Operasional. 

- Pendapatan  

- Beban  

- Surplus/Defisit Operasi 

b. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional 

- Surplus Non Operasional 

- Defisit Non Operasional 
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- Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa . 

c. Pos Luar Biasa 

- Pendapatan Luar biasa 

- Beban Luar Biasa 

d. Surplus/ Defisit LO 

5. Laporan Arus Kas (LAK) 

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah 

(BUD) yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/ 

pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum 

daerah namun dianggarkan pada APBD maupun yang bersumber dari transitoris (non 

anggaran). 

Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yakni tahun 2022 dan saldo 

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, laporan arus kas disajikan arus kas masuk 

dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun berjalan dan tahun yang lalu yang 

terdiri dari: 

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

- Arus Masuk Kas 

- Arus Keluar Kas 

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

- Arus Masuk Kas 

- Arus Keluar Kas 

c. Arus Kas Aktivitas Pendanaan 

- Arus Masuk Kas 

- Arus Keluar Kas 

d. Arus Kas Aktivitas Transitoris 

- Arus Masuk Kas 

- Arus Keluar Kas 

e. Kenaikan/Penurunan Kas 

f. Saldo Awal Kas 

g. Saldo Akhir Kas 

6. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) 

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari 

ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahan Ekutias terdiri 

dari: 

a. Ekuitas Awal. 

b. Surplus/Defisit LO  

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 

- Koreksi Nilai Persediaan 

- Selisih Revaluasi Aset Tetap 

- Lain-lain 

d. Ekuitas Akhir. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan 

keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar 

penyusunan laporan keuangan berupa aturan-aturan serta kebijakan akuntansi, 

penjelasan mengenai pos-pos akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan LPE dalam rangka 

memenuhi pengungkapan yang memadai (full disclosure). 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan 

meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam seluruh unsur 

LKPD, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagaimana 

sistematika penulisan yang telah dijabarkan pada BAB I tentang  sebagai berikut: 

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 

2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro 

3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan  

4. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi  

5. Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

6. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah 

7. Penutup 

4.2. KEBIJAKAN KONVERSI 

Penyusunan APBD Kota Bukittinggi dan penyusunan Laporan Keuangan Kota 

Bukittinggi  Tahun 2022 disusun dan disajikan mengacu Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait 

penganggaran. 
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Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan 

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian 

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. 

Pengaturan  klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur APBD dan akun/ rekening 

laporan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifrkasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dicabut  

tanggal 27 Desember 2021 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 050-5889 Tahun 2022.  

Demikian juga saldo akhir LKPD tahun 2021, untuk menjadikannya saldo awal 

tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi telah memverifikasi akun yang dimapping sesuai 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut.  

4.3.  ASUMSI DASAR AKUNTANSI  

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan 

diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai 

alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, 

asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang 

diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat 

diterapkan, yang terdiri dari: 

4.3.1. Asumsi Kemandirian Entitas  

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai 

unit yang mandiri dan mempunyai kewajibanuntuk menyajikan laporan keuangan sehingga 

tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah 

satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun 

anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab 

atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas 

pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, 

utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang 

telah ditetapkan. 
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4.3.2.  Asumsi Kesinambungan Entitas  

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut 

keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan 

likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 

4.3.3.  Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)  

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang 

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan 

dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 

4.4. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN  

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi : 

1. Masyarakat; 

2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa; 

3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; 

dan 

4. Pemerintah. 

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan 

oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan 

manajemen lainnya. 

4.5. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

4.5.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan  

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan 

pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan 

pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, serta aset, 

kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. 

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui 

pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui 

pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang 

untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.  

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak 

untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening 

Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan 

nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas 

Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana 
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diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas 

atau setara kas diterima atau dibayar. 

4.5.2. Prinsip Nilai Historis  

Prinsip nilai historis pada aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang 

dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset 

tersebut pada saat perolehan, sementara itu untuk kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan 

setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan 

datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat 

diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. 

Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban 

terkait. 

4.5.3. Prinsip Realisasi  

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah 

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang 

akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak 

temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi 

pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi 

komersial.  

4.5.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal  

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain 

yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan 

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek 

formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda 

dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

4.5.5. Prinsip Periodisitas  

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi 

perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan 

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan 

adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4.5.6. Prinsip Konsistensi 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke 

periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti 

bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang 
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lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru 

diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. 

Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

4.5.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap  

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan 

pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

4.5.8. Prinsip Penyajian Wajar  

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, 

Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan 

keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. 

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan 

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan 

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi 

ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban 

tidak dinyatakan terlalu rendah.  

4.6. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN  

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan 

setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan 

keuangan menggunakan nilai perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari 

imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai 

nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir 

periode akuntansi. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan 

dalam mata uang rupiah. 
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4.7. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KONSOLIDASIAN  

4.7.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan 

keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 

A. Relevan 

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud 

penggunaannya, yaitu: 

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). 

2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value). 

3. Tepat waktu. 

4. Lengkap. 

B. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material. 

Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

1. Penyajian jujur. 

2. Dapat diverifikasi (verifiability). 

3. Netralitas. 

C. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas 

pelaporan lain pada umumnya.  

D. Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna 

dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 

pengguna.  

4.7.2. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal 

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak 

memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi 

dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena 

alasan--alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi 

dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:  

1. Materialitas. 

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat. 

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif. 
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4.7.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi 

dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan standar, 

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah delapan prinsip yang 

digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut:  

1. Basis akuntansi 

2. Prinsip nilai historis 

3. Prinsip realisasi 

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal 

5. Prinsip periodisitas 

6. Prinsip konsistensi  

7. Prinsip pengungkapan lengkap 

8. Prinsip penyajian wajar. 

4.7.4. Jenis dan Unsur Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan 

pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial dan CaLK. Laporan 

pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial 

terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK,  CaLK merupakan laporan yang merinci atau 

menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan 

finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran 

maupun laporan finansial. Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah 

terdiri dari:  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).  

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).  

3. Neraca.  

4. Laporan Operasional (LO).  

5. Laporan Arus Kas (LAK). 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

2. Neraca 

3. Laporan Operasional (LO)  

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
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4.7.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk 

diakui yaitu: 

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau 

peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan 

yang bersangkutan. 

2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau 

dapat diestimasi dengan andal. 

 Dalam menentukan apakah suatu kejadian/ peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, 

perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain: 

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi 

2. Keandalan Pengukuran 

4.8. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN 

KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN 

4.8.1. Akuntansi Anggaran 

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian 

manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer 

dan pembiayaan. 

Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri 

dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi 

estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran 

belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran 

(allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan. 

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran 

dialokasikan.   

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu: 

4.8.2. Akuntansi Pendapatan LRA 

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah 

daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada 

saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat 
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jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembagian Pendapatan 

terdiri dari :  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Pendapatan Transfer 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

4.8.3. Akuntansi Belanja  

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang 

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat: 

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di 

SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D 

Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk 

belanja Modal dan Transfer. 

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi 

Perbendaharaan; 

3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan 

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP 

Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan 

pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD. 

4.8.4. Akuntansi Pembiayaan 

4.8.4.1. Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

dengan maksud akan dibayar Kembali pada masa yang akan datang antara lain berasal dari 

penerimaan SiLPA/SiKPA penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil 

privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak 

ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. . 

Pengukuran dan pencatatan penerimaan pembiayaan adalah dengan menggunakan 

asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan 

dan sebagainya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan. 

4.8.4.2. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah dengan maksud akan diterima kembali di masa yang akan datang. Pengeluaran 
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Pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan/ 

penambahan Investasi/ penyertaan modal pemerintah, pembentukan dana cadangan 

Pengukuran dan pencatatan pengeluaran pembiayaan adalah dengan menggunakan 

asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.   

4.8.5. Akuntansi Pendapatan-LO  

Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok 

pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah 

dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun 

yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai “0” (nol) karena tidak semua 

akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat 

lima kelompok pendapatan daerah, yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO. 

2. Pendapatan Transfer-LO. 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO. 

4. Surplus Non Operasional-LO. 

5. Pendapatan Luar Biasa-LO. 

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari :  

1. Dengan Penetapan. 

2. Tanpa Penetapan. 

3. Hasil Eksekusi Pengadilan/ Jaminan  

Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah 

atas pendapatan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen 

yang ditetapkan serta dokumen yang disetarakan dengan penetapan. Tanpa penetapan yang 

dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan.  

Pendapatan dari hasil eksekusi pengadilan/ jaminan adalah pendapatan yang 

merupakan hak Kota Bukittinggi melalui penetapkan oleh pengadilan atas sidang kasus 

tertentu, sementara hasil eksekusi jaminan merupakan pendapatan yang menjadi hak Kota 

Bukittinggi disebabkan eksekusi terhadap jaminan pelaksanaan maupun pemeliharaan 

akibat kondisi tertentu dari perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga. 
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Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diakui pada saat sebagai 

berikut: 

1. Timbulnya hak (piutang) pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana 

yang tertuang dalam ketentuan peraturan penetapan yang bersifat definitif,  sedangkan 

peraturan/ketentuan yang bersifat alokasi belum bisa dijadikan dasar untuk pengakuan 

hak Pemerintah Kota Bukittinggi.  

2. Namun adakalanya penetapan yang berjudul definitif belum dapat diakui sebagai 

pendapatan jika pemerintah membiasakan penerbitan penetapan kurang/lebih salur. 

Ketetapan kurang/lebih salur lebih kuat kedudukannya daripada penetapan definitif. 

Pada awal penyaluran dari ketentuan tentang alokasi, pendapatan transfer tersebut 

akan dicatat sebesar realisasinya sebagai kas ke kas daerah atau kas ke bendahara yang 

telah ditetapkan. Sementara Piutang atau Utang atas Kurang Bayar dan Lebih Bayar akan 

diakui pada saat terbitnya ketentuan definitif atas Kurang Bayar maupun Lebih Bayar 

penyalurannya.    

Selain pencatatan terhadap kurang/lebih salur, Pemerintah Kota Bukittinggi juga 

memberlakukan pencatatan dana treasury yang difasilitasi oleh pemerintah pusat ke akun 

kelompok aset lainnya berdasarkan arahan pihak Pemerintah Pusat. Arahan kebijakan dari 

pemerintah pusat mungkin berbeda dari lainnya, namun kelengkapan dokumen dan 

substansi suatu kejadian dan transaksi tetap dipertimbangkan. 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang 

tidak termasuk dalam kategori pendapatan PAD dan Pendapatan Transfer, yaitu antara lain: 

Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, 

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok 

Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan 

dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah. 

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional sebesar nilai 

hibah pada Berita Acara Hibah atau yang setara. Barangnya diakui sebagai persediaan atau 

aset apabila nilai perolehan hibah tersebut memenuhi kriteria perolehan dan nilai rupiahnya 

telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi bagi barang yang 

berkategori aset tetap.. 

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non 

Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa 

berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan 

Aset Non lancar), dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan telah diterima. 
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Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak 

diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas 

bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada 

Rekening Kas Umum Daerah. 

4.8.6. Akuntansi Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan 

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat: 

1. Timbulnya kewajiban 

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke 

pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.  

2. Terjadinya konsumsi aset 

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak 

didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan 

operasional pemerintah daerah. 

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan 

nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu 

(contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud). 

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua 

pendekatan yaitu: 

1. Metode Pendekatan Beban 

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat 

sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau 

dikonsumsi sesegera mungkin. 

2. Metode Pendekatan Aset 

Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat 

sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam 

satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. 

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam 

pencatatan persediaannya demi memudahkan pengukuran, pencatatan maupun penyajian 

nilai persediaan. 

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 
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Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method) dengan 

menggunakan pendekatan tahunan. 

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilaisuatu aset tak berwujud 

yang dapat disusutkan (depreciableasets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method) dengan 

menggunakan pendekatan tahunan. 

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar 

persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan 

piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan 

piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola 

pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut 

PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan 

pencatatan transaksi. 

4.8.7. ASET 

4.8.7.1 Kas  

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.  

A. Kas dari Transaksi Pendapatan 

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat: 

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau. 

2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. 

B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja 

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan 

(UP) yang selanjutnya dengan Ganti Uang (GU), pembayaran langsung (LS) baik terhadap 

belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal. Pengeluaran kas untuk belanja 

diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. 

C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang 

yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau 

tahun-tahun anggaran berikutnya dalam penganggaran pemerintah daerah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat: 

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan  

2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme 

pencairan L/C, pembayaran langsung (direct payment), rekening khusus (special 
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account), dan pembiayaan pendahuluan (prefinancing), penerimaan pembiayaan 

diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu kejadiannya diantara. 

1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar 

kembali, atau 

2) Telah terjadi pengeluaran (disbursed) oleh pemberi pinjaman (lender) atas beban 

pinjaman pemerintah. 

D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi: 

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang. 

2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang. 

3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/ pemerintah daerah, 

menyebabkan pertambahan investasi pada sisi aset. 

4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan pertambahan dana cadangan. 

 Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat: 

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan. 

2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, 

pembayaran langsung (direct payment), rekening khusus (special account), dan 

pembiayaan pendahuluan (prefinancing), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat 

Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 

4.8.7.2 Piutang  

Piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan 

pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan 

hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang adalah hak pemerintah 

untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang 

mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. 

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak 

dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi 

dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi 

diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. 

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan 

kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan 

modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan 

penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk 

menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang 

berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlaku. 
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Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau 

manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen: 

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah. 

2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. 

3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang 

belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran. 

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul 

dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui 

sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: 

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara 

jelas. 

2. Jumlah piutang dapat diukur. 

3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. 

4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan 

memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang 

dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun 

berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh 

pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.  

4.8.7.3 Persediaan  

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat. 

4.8.7.3.1 Pengakuan Persediaan  

Pengakuan persedian Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan 

akuntansi secara periodik (periodical system) dengan pendekatan beban untuk semua 

SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan 

yang menyatakan harus dicatat dengan metode perpetual untuk akun persediaan tertentu. 

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan 

beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, 

baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai 

beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan 

penghitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode 

laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, 
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perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit 

penyimpan barang saja. 

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpan barang harus menggambarkan nilai akhir 

persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun 

berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan 

menggunakan harga pembelian terakhir. 

Stock opname dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh 

bendahara/ pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat 

nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada 

saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa 

depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan 

dan bebannya.  

4.8.7.3.2 Pengakuan Beban Persediaan  

Pengakuan beban persedian Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan 

beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat 

sebagai beban persediaan. 

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai 

persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (stock opname) 

terhadap persediaan yang tinggal diunit penyimpan barang pada akhir periode laporan 

neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai 

beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar 

nilai persediaan yang terpakai/habis. 

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan 

pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah 

beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah 

perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai 

harga per unit. 

4.8.7.3.3 Selisih Persediaan  

Selisih persediaan sering kali terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara 

barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil 

stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, 

kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang 

normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan 

dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini 

diperlakukan sebagai kerugian daerah. 

4.8.7.4 Investasi  
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Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik 

seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi 

Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk 

peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non 

permanen. 

4.8.7.4.1 Pengakuan investasi 

Pengakuan Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan 

penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi 

maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima 

investasi (investee) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial 

atau jasa potensial di masa depan. 

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal 

(reliable). 

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi 

jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui 

sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas 

yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai 

Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. 

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (bruto) yang secara 

periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana 

Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota 

Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh 

masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) merupakan nilai 

dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.  

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi. 

4.8.7.4.2 Pengakuan Hasil Investasi 

Pengakuan hasil investasi diakui sebagai berikut: 

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga 

deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh 

dan dicatat sebagai pendapatan. 

2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah 

yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil 
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Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan 

metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai 

pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan 

dividen dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi. 

4.8.7.5 Aset Tetap  

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan 

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi 

dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap 

diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur 

dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.  

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 

dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian 

tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di 

instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan 

penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan 

 Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat 

diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan 

operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau 

penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke 

suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan 

menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko 

telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. 

2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal 

 Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak 

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan 

dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak 
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kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti 

kepemilikan kendaraan bermotor.  

 

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas 

 Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam 

mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. 

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan 

 Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan 

operasional pemerintah daerah. 

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan. 

 Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (capitalization 

thresholds) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam 

Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan 

Mesin besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan 

Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jalan, Irigasi dan 

Jaringan besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah), Aset Tetap Lainnya besar sama 

dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar 

sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran 

setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai 

extracomptable. 

 Tabel 4.8.7.1  

Kapitalisasi Aset Tetap 

 

No. Aset Tetap 
Batas Kapitalisasi 

(Rp) 
Keterangan 

1. Tanah 1,00  

2. Peralatan dan Mesin 500.000,00  

3. Gedung dan Bangunan 10.000.000,00  

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1,00  

5. Aset Tetap Lainnya 50.000,00  

 

4.8.7.5.1 Tanah  

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: 
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1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual. 

4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan. 

5. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah 

tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih 

banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor 

pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat 

tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat 

bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan 

tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau 

digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh 

pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap 

tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.  

3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai 

dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut 

dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti 

kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup 

mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan: 

a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai 

dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan 

disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta 

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan; 

b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah 

tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat 

dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan 

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan; 
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c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau 

digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan 

disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan 

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau 

digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda 

harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

e) Tanah yang digunakan/ dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus 

tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca 

pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK). 

4.8.7.5.2 Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan mesin, pengakuannya dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa 

hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara 

Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau 

pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan 

dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan 

kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang 

dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset 

tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan 

yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang 

dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini. 

4.8.7.5.3 Gedung dan Bangunan  

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara 

hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap 

dipakai. 

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar 

menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian 

tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan 

dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan 

yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang 

dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini. 

4.8.7.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 
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Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima 

atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai 

Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) 

maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal. 

4.8.7.5.5 Aset Tetap Lainnya  

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah 

siap dipakai. 

4.8.7.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika: 

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan 

aset tersebut akan diperoleh. 

2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.  

3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, 

namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek 

telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang 

bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika 

konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian 

Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai 

tujuan perolehan. 

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan.Terkait dengan 

variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut: 

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah 

diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh SKPD maka aset 

tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya. 

2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah 

diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset 

tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya. 

3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun 

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut 

sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan 

diungkapkan di dalam CaLK. 
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4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah 

digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui 

sebagai KDP. 

5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam 

Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/forcemajeur) aset 

tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang 

karena bencana alam/forcemajeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi 

Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan. 

6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) 

dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan 

belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan 

sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap 

tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% 

(seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap. 

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh 

karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. 

Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila 

suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap 

dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk 

dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan 

manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini 

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

4.8.7.5.7 Akumulasi Penyusutan  

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan 

dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan 

yang dipedomani. 

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara 

nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode 

penyusutan yang digunakan adalah metode garis larus, dengan menggunakan formula 

sebagai berikut; 

 

Penyusutan per periode = Nilai Perolehan Aset 

                                          Umur ManfaatAset  
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Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud 

yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan 

menggambarkan pola komsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang 

diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis 

lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap. 

4.8.7.5.8 Aset Tetap Renovasi  

Aset tetap renovasi, pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik 

pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut: 

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, 

misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya 

naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila 

renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka 

dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam 

aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi 

butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan 

apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut 

diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan. 

3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 

1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. 

Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.  

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 diatas adalah 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, 

pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/ donasi. Pengakuan 

aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal. 

4.8.7.6 Aset Dana Cadangan  

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, 

sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk 

penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam 

peraturan daerah. 
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Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke 

Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan 

yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan. 

4.8.7.7 Aset Lainnya  

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. 

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya.Termasuk dalam 

aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo 

lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang 

dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk 

dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai 

perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.  

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi 

Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial 

(potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali 

memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi 

laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan 

menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset 

yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran 

maupun pengungkapannya. 

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran 

yang khas, yaitu sebagai berikut; 

4.8.7.1. Tagihan Jangka Panjang  

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan 

Ganti Kerugian Daerah. 

1. Tagihan Penjualan Angsuran 

 Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari 

penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan 

pihak lain sesuai peraturan yang berlaku. 

2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 

 Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung 

dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan 

merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi 

tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang 

menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar 

pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian 
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tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. 

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, 

pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan 

oleh instansi yang berwenang. 

 

 

4.8.7.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga  

Kemitraan dengan pihak ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik 

daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan 

pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kemitraan ini dapat berupa: 

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga–Sewa. 

 Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian 

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi 

aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. 

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). 

Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, 

yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja 

sama-pemanfaatan (KSP). 

3. Bangun Guna Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT). 

 Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. 

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah 

kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada 

dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. 

4. Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate–BTO). 

 Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. 

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan 

kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak 

ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara 

bagi hasil. 

4.8.7.3. Aset Tidak Berwujud (ATB)  

ATB dapat diakui sebagai suatu entitas harus dapat dibuktikan bahwa pengeluaran 

atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang 

dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. 

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan 
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pengeluaran biaya setelah pengakuan awal.Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk 

ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal 

entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan 

pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk 

menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.  

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai 

terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, 

kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk 

memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang 

terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi 

definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk 

mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB 

tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, 

apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan 

langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam 

nilai ATB dimaksud. 

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya: 

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan 

atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas 

pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas. 

2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan 

bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan 

kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat 

pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal.Pengakuan awal sebesar 

biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang 

dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui 

transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan 

untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB. Aset Tak 

Berwujud (ATB) terdiri atas: 

1. Goodwill. 

2. Royalti. 

3. Lisensi. 

4. Hak Paten. 

5. Aset Tidak Berwujud Lainnya. 
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Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak 

Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut : 

 

A. Perlakuan Khusus untuk Software Komputer 

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan: 

1. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau 

oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah 

sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan software tersebut, maka 

untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini 

biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan 

siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu 

aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri 

yangdapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang 

dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:  

a. Tahap awal kegiatan 

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan 

teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk 

pengembangan software tersebut.  

b. Tahap pengembangan aplikasi  

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi 

software dan software interface, koding, meng-instal ke hardware, testing, dan 

konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan software. 

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi  

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan 

untuk operasional software dan pemeliharaan software. 

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus 

menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan 

aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:  

a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai. 

b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode 

berjalan.  
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Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/ 

operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya. 

2. Perolehan software secara eksternal 

Ada beberapa kondisi untuk sofware yang diperoleh secara eksternal, yaitu: 

a. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat oleh pemerintah, maka software seperti ini harus dicatat sebagai 

persediaan.  

b. Untuk software yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun 

merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware 

tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga 

perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. 

c. Untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware 

harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara 

umum. 

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat 

dan ketentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara eksternal tersebut. 

Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;  

a. Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian software 

dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja. 

b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan software. 

c. Berapa lama izin penggunaan. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk 

software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 

bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi 

sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa 

manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan 

software tidak perlu dikapitalisasi.  

b. Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. 

Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang 

dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi. 

c. Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki 

pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 

12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi. 
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3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan. 

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer 

harus memenuhi salah satu kriteria berikut:  

a. Meningkatkan fungsi software. 

b. Meningkatkan efisiensi software. 

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, 

maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. 

Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan 

ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka 

memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi. 

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik 

umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin 

penggunaan/lisensi dari software atau up-grade dari versi yang lama menjadi yang 

paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.  

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:  

a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang 

dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi. 

b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 

12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. 

B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka 

Panjang  

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau 

sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset. 

1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal 

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk 

pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu: 

a. Tahap penelitian atau riset 

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap 

penelitian/ riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. 

Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. 

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/ aktivitas internal, pemerintah tidak/ 

belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat 

ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada 

saat terjadi. 
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b. Tahap Pengembangan 

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu 

kegiatan internal) harus diakui jika dan hanya jika, pemerintah daerah dapat 

memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya: 

1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia 

untuk digunakan atau dimanfaatkan. 

2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB 

tersebut; 

3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut. 

4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang. 

5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk 

menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak 

Berwujud tersebut. 

6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang 

didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan. 

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/ kegiatan internal, dalam beberapa 

kasus, kemungkinan dapat diidentifikasikan adanya ATB dan menunjukkan 

bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial 

dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu 

aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (further advance) atas tahap 

penelitian/riset. 

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/ pengembangan menghasilkan manfaat 

ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu 

mengidentifikasi mengenai: 

a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasilkajian/ 

pengembangan tersebut. 

b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut. 

c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain. 

d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh. 

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan 

tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka 

seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam 

tahap penelitian/ riset. 

2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain 

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh 

suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian 
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